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MOTTO

“Apabila Rehidupan sefari-hani terasa miskin, jangan Rau Kefufifan, tetapi sesalilah
dinimu Rarena tidak cukup tabah untuk menggali kekayaan ™
“Jangan merasa engkau yang paling benar, sebab di dunia ini tidak ada sesuatu
yang paling benar Recuali Dzat Yang Esa.”

" Rainer Maria Rilke.2006. Bahagia Dalam Sengsara, Senjata Orang Yang Kalah Jakarta Kompas
Hal 14
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RINGKASAN

Judul skripsi ini adalah “ Kujian Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta
Bersama Tanpa Adanya Gugatan Perceraian dan Akibat Hukumnya” yang merupkan
kajian atau analisis penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 210/ Pdt.G/ 1998/
PA.Gs.

Latar belakang dari penyusunan skripsi ini adalah bahwa selama ini
permohonan penetapan sita jaminan terhadap harta bersama selalu dikaitkan dan tidak
dapat dipisahkan dari perceraian. Namun dalam tataran kehidupan nyata tidak jarang
dijumpai perselisihan antara suami istri dikarenakan sifat suami atau istri yang
pemboros, pemabuk, penjudi yang sampai membahayakan keberadaan harta
bersamanya, akan tetapi mereka tidak menginginkan perceraian, sehingga untuk
menyelamatkan harta bersamanya salah satu diantara mereka meminta permohonan
penetapan sita jaminan terhadap harta bersamanya ke Pengadilan Agama.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk membahas dan mengkaji bentuk
penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik, mengkaji prosedur
permohonan penetapan sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian,
dan mengetahui akibat hukum dari penetapan sita jaminan atas harta bersama tanpa
adanya gugatan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan
pendekatan masalah secara yuridis normatif Sumber bahan hukum yang dipakai
adalah sumber bahan hukum primer dan skunder. Metode pengumpulan bahan hukum
dilakukan dengan wawancara dan studi literatur, sedangkan metode yang digunakan
untuk menganalisa bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif dan untuk menarik
kesimpulan menggunakan metode deduktif,

Hasil dari pembahasan skripsi ini adalah Bentuk permohonan penetapan sita
jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian yang dikeluarkan Pengadilan
Agama Gresik dengan Nomor 210/ PdtG/ 1998/ PA.Gs merupakan bentuk dari
perkara voluntair tidak murni karena dalam permohonan penetapan ini terdapat pihak
termohon yaitu suami, sehingga permohonan penetapan ini didaftar pada register
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penetapan sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian adalah sama
dengan prosedur pengajuan perkara yang lain di Pengadilan Agama, yaitu Pemohon
mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama dengan menghadap pada
meja | untuk menentukan biaya perkara, setelah itu kekasir untuk membayar biaya
perkara kemudian ke meja II selanjutnya berkas permohonan penetapan tersebut oleh
wakil panitera atau panitera dibawa kepada ketua Pengadilan Agama dan ketua
Pengadilan Agama menentukan majelis hakim dan menyerahkan berkas permohonan
tersebut kepada ketua majelis hakim untuk dipelajari dan dilakukan pemeriksaan.
Akibat hukum dari penetapan sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan
perceraian adalah keberadaan harta bersama tersebut di bawah pengawasan
Pengadilan Agama, sehingga bagi pihak Pemohon maupun termohon tidak dapat
mengalihkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut tanpa seijin dan
Pengadilan Agama.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut diatas adalah
Bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik ini merupakan
perkara voluntair tidak murni karena terdapat pihak termohon. Sedangkan prosedur
permohonan penetapan sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian
adalah sama dengan prosedur permohonan perkara yang lain di Pengadilan Agama.
Akibat hukum dari penetapan tersebut adalah keberadaan harta bersama yang
diletakkan sita jaminan berada di bawah pengawasan Pengadilan Agama Gresik.
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat menyarankan agar dengan adanya
bentuk penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Gresik (perkara voluntair
tidak murni) vang masih rancu, pihak yang berwenang segera menyamakan persepsi
dalam memeriksa perkara tersebut, dengan tidak adanya aturan yang jelas mengenai
permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian, maka
pemerintah harus membuat peraturan yang mengatur tentang prosedur permohonan
sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian, untuk menjaga
keutuhan dan harta bersama pada suami istri yang sedang konflik, maka salah satu
pihak dapat memohon pada Pengadilan Agama untuk diletakkan sita jaminan atas
harta bersama mereka.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat yang
membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lainnya, hal ini merupakan naluri
yang timbul sejak ia dilahirkan. Kodrat manusia diciptakan sebagai makhluk
Tuhan yang tidak dapat menjalani kehidupannya dengan sendirian. Sebagai
makhluk sosial sudah barang tentu membutuhkan orang lain dalam beraktivitas
keseharian, yang dalam pelaksanaannya Islam mengajarkan sebagaimana
termaktub dalam Surat Al Hujarat ayat 13 bahwa manusia itu diciptakan oleh
Allah dari laki-laki dan perempuan serta berbangsa-bangsa agar saling kenal
mengenal.

Salah satu manifestasi ajaran tersebut adalah tentang pemikahan yang
harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang mengacu pada aturan pokok yang
telah ditentukan oleh ajaran agama, hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu
tatanan kehidupan yang teratur dan agar hubungan laki-laki dan perempuan itu
dapat dikatakan sebagai suatu ikatan yang sah dalam pandangan hukum.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga atau rumah tangga vang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.

Namun dalam kehidupan bermasyarakat hubungan manusia tersebut sering
menimbulkan adanya konflik, tidak terkecuali hubungan dalam suatu perkawinan
sebagai suami isteri, tidak semua manusia mampu mempertahankan ikatan
perkawinannya dengan baik, dan konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara
damai atau kekeluargaan, tetapi ada Juga konflik tersebut yang menimbulkan
ketegangan yang terus menerus dan tidak dapat diselesaitkan secara damai
sehingga menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak.

Kaitannya dengan adanva konflik tersebut. sudah barang tentu timbul
adanya usaha untuk mempertahankan hak dari masing-masing pihak tersebut, agar

s VWL G PERPUSTANARM
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dalam usaha mempertahankan hak tersebut tidak melampaui batas-batas dari
norma yang ditentukan iaka perbuatan yang seenaknya sendiri tanpa memikirkan
kepentingan pihak lain harus dihindarkan. Apabila ada pihak yang merasa haknya
terganggu oleh pihak lain dan menimbulkan kerugian maka pithak yang merasa
dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada pengadiian yang berwenang
sesuai prosedur yang berlaku.

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dituntut untuk
melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bersih dan berwibawa. Untuk
melaksanakan kekuasaan kehakiman yang kuat, bersih dan berwibawa tidaklah
cukup hanya ditopang oleh perangkat perundang-undangan saja, tetapi juga
dibutuhkan kesiapan dari aparat peradilan itu sendiri.

Lahimya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
telah membawa perubahan besar terhadap fungsi, kedudukan dan kewenangan
Peradilan Agama di Indonesia. Secara yuridis formil Peradilan Agama sudah
menjadi peradilan negara yang mandiri, yang kedudukannya sama dengan
peradilan yang lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
mempertegas batas-batas wilayah kompetensi absolut Peradilan Agama sebagai
bagian integral lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, salah satu asas yang
berlaku pada Peradilan Agama adalah Personalitas Ke Islaman yaitu yang tunduk
dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama,
hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam (Harahap, 1990 : 37).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang berbunyi “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana tertuang
dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama adalah mengenai sengketa perkawinan yang termasuk didalamnya
sengketa harta bersama.

P
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Dalam menyelesaikan sengketa tersebut Peradilan Agama memakai acuan
hukum acara, sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
dikemukakan bahwa “Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama
adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal
yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut”. Oleh karenanya,
hal-hal tentang hukum acara yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang
tersebut maka bagi Peradilan Agama berlaku ketentuan hukum acara yang berlaku
dilingkungan Peradilan Umum.

Mengingat penyitaan tidak diatur secara lengkap dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, maka ketentuan tentang penyitaan dilingkungan peradilan
Agama mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku pada lingkungan
Peradilan Umum yaitu HIR dan R Bg.

Dengan dilimpahkannya kewenangan melakukan penyitaan kepada
Pengadilan Agama dihubungkan pula dengan kewenangannya dalam mengadili
perkara harta bersama, permasalahan sita jaminan atas harta bersama bagi orang
yang tunduk terhadap hukum Islam akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dengan Pengadilan Agama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Pelembagaan harta bersama di Indonesia merupakan refleksi dari aspirasi
hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan penerapan ajaran Islam yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Harta bersama dalam
aturan perundang-undangan tersebut pada perinsipnya memiliki tujuan yang
mulia, yakni untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan,
terutama ketika hubungan perkawinan berakhir. Kendatipun demikian, dalam
tataran aplikasi, keberadaan harta bersama kadangkala mengalami benturan-
benturan dengan beberapa aspek hukum yang lain, sehingga kondisi tersebut
sangat menghendaki pencerahan dan pencermatan secara lebih komprehensif agar
ketentuan-ketentuan dasar tentang harta bersama yang telah diatur itu dapat
berlaku lebih efektif terhadap perkembangan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sita jaminan harta bersama
terdapat pada Pasal 78 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 24
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ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi
sebagai berikut :

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat,

Pengadilan dapat menentukan hai-hal yang perlu untuk menjamin

terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau

barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi
hak istri”.

Namun aturan-aturan tersebut kurang begitu tegas menyebutkan tentang
sita jaminan terhadap harta bersama. tetapi isinya merupakan isyarat yang
menunjukkan adanya hak bagi suami atau istri untuk mengajukan permintaan
penyitaan terhadap harta perkawinan selama proses pemeriksaan perkara
perceraian berlangsung, dan dani ketentuan tersebut terdapat suatu kesan bahwa
sita_jaminan terhadap harta bersama tidak dapat dipisahkan dengan gugatan
perceraian (Harahap, 1990 : 143).

Pendapat tersebut tidak selamanya dapat dijadikan sebagai acuan, karena
dalam tataran kehidupan nyata tidak jarang dijumpai seorang suami penjudi,
pemabuk, yang dapat menghabiskan hartanya tanpa menghiraukan kepentingan
keluarga, atau seorang istri yang pemboros, di mana dia tidak dapat
mempertimbangkan kepentingan-kepentingan keluarganya. Akan tetapi mereka
tidak menginginkan perceraian dengan alasan demi menjaga pertumbuhan
psikologi anaknya.

Pasal 24 ayat (2) huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tersebut di atas, terdapat kesan bahwa sita terhadap harta bersama tidak dapat
dipisahkan dengan gugatan perceraian, di luar gugatan perceraian tidak dapat
diajukan permohonan sita jaminan terhadap harta bersama karena kedudukan
harta bersama menyaiu dengan ikatan perkawinan, sehingga terkesan umtuk
menyelesaikan permasalahan tentang harta bersama harus dikaitkan dengan
perceraian.

Apabila berpatokan pada ketentuan di atas. maka bagi mereka ini, belum
ada suatu lembaga yang legal untuk memelihara dan menyelamatkan keutuhan
harta bersamanya tanpa adanva gugatan perceraian. padahal mereka tidak
menginginkan adanya perceraian tersebut.
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Mengenai hal ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 95
disebutkan bahwa :

“Suami istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita

Jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugat cerai, apabila

salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan

membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk boros dan sebagainya”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih
mendalam tentang sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian
dengan formulasi judul - “KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA
JAMINAN ATAS HARTA BERSAMA TANPA ADANYA GUGATAN
PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Penetapan Pengadilan
Agama Gresik Nomor : 210/Pdt.G/1998/PA. Gs)™.

1.2 Permasalahan
Berdasarkan dari apa yang diuraikan dalam latar belakang di atas, maka
dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh Peradilan Agama ?
2. Bagaimana prosedur permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa
adanya gugatan perceraian ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan sita Jjaminan atas harta bersama
tanpa adanya gugatan perceraian ?

1.3 Ruang Lingkup

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran pengertian yang meluas
serta untuk memudahkan pencapaian tujuan pada penulisan skripsi ini, maka
diperlukan adanya pembatasan pada ruang lingkup pembahasan dari permasalahan
yang hendak dikaji yaitu pelaksanaan sita jaminan atas harta bersama tanpa
adanya gugatan perceraian dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Gresik.
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1.4 Tujuan Penulisan

Tuuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi tujuan

yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus, yang secara terperinci dapat
diuraikan sebagai berikut.

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

- Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir serta syarat yang diperlukan

guna meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember;
Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum
yang diperoleh dan kuliah dengan menghubungkan pada kenyataan yang ada
dalam masyarakat;

Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada pembangunan hukum dan para
pihak yang berminat serta yang berkepentingan sehubungan dengan
permasalahan tersebut di atas.

1.42 Tujuan Khusus

13

Adapun tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

- Untuk mengetahui dan mengkaji tentang bentuk penetapan yang dikeluarkan

oleh Pengadilan Agama;

Untuk mengetahui dan mengkaji tentang prosedur permohonan sita jaminan
atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama
Gresik |

Untuk mengetahui dan mengkaji tentang akibat hukum terhadap putusan
penetapansitajaminanmashanabawnatmpaadanyagugmanpﬁwajmdi
Pengadilan Agama Gresik.

Metodologi
Dalam penulisan karva ilmiah, metodologi merupakan unsur yang penting

guna memperoleh pembahasan yang sesuai dengan tujuan dari penulisan karya
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ilmiah dan dapat mendekati kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam
penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan
masalah yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, teori-teori tentang hukum, dan yurisprudensi
yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1990 : 9).

1.52 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam penulisan yang digunakan
untuk memecahkan masalah yang ada. Adapun macam bahan hukum yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan
sumber bahan sekunder.

1.5.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan dasar atau bahan asli yang
diperoleh penulis dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama dan
belum diuraikan oleh orang lain. Bahan hukum primer yang digunakan penulis
dalam skripsi ini adalah dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-
undangan, pendapat para sarjana, norma-norma dan yurisprudensi (Soemitro,
1990 : 11).

1.5.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan
hukum primer Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur dan
buku-buku yang berhubungan dan mendukung untuk membahas permasalahan
dalam skripsi ini (Soemitro, 1990 : 11).
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153 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Didalam melakukan pengumpulan bahan hukum dan pengolahannya
dilakukan melalui:
1. Wawancara

Yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan wawancara,
konsultasi tanya jawab dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan
keterangan yang dapat mendukung dalam penulisan sknipsi ini, dalam hal ini
penulis melakukan wawancara atau konsultasi dengan hakim yang memeriksa
perkara yang dijadikan penulis sebagai bahan skripsi.
2. Studi Literatur

Studi literatur adalah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan
membaca maupun mempelajari buku-buku literatur yang tersedia di kepustakaan
dan dan buku-buku umum, peraturan perundang-undangan maupun tulisan-tulisan
yang dapat dijadikan landasan dan berkenan maupun berkaitan dengan penulisan
skripsi mi.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisa, penulis disini menggunakan metode diskriptif
kualitatif, yaitu merupakan penyajian secara singkat atas gambaran suatu
permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka atau bilangan statis
melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro.
1990 - 98).
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN
TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang penulis paparkan disini adalah mengenai perkara permohonan
sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian, yaitu sebagai
berikut :

Pada tanggal 11 Desember 1984, Siti Romaitah (Pemohon) dan Prasetyo
Hadiono (Termohon) menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sebagaimana bukti kutipan
Akta Nikah nomor : 648/41/1984, tanggal 11 Desember 1984. Setelah menikah
pasangan suami istri tersebut bertempat tinggal di rumah bersama di J. Tanah
Masa No. 16 GKB Gresik.

Pada mulanya kehidupan rumah tangga suami istri ini cukup harmonis,
karena selain dikaruniai dua orang putra, status ekonomi keluarga ini dapat
digolongkan pada kategori menengah ke atas, karena Siti Romaitah (Pemohon)
bekerja sebagai karyawati PDAM Gresik dan Prasetyo Hadiono (Termohon)
bekerja sebagai karyawan PT. Semen Gresik.

Dalam perjalanan mahligai rumah tangganya, pasangan ini dapat
mencukupi  kebutuhan hidup berumah tangga, bahkan dapat menyisihkan
penghasilannya untuk diwujudkan dalam berbagai macam simpanan harta, mulai
dari perabotan rumah tangga hingga kebutuhan barang mewah.

Semua di dunia ini tidak ada hal yang kekal, begitu pula dengan perjalanan
kehidupan permnikahan pasangan suami istri tersebut di atas. Sejak bulan
November 1997 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering
terjadi perselisihan dan percekcokan yang disebabkan adanya perbedaan pendapat
dalam memandang hidup, rumah tangga dan masa depan, hingga pada akhimya
menyebabkan kedua pasangan ini memutuskan untuk hidup berpisah rumah, si
istn (Siti Romaitah) beserta kedua putranya tinggal di Surabaya sedangkan si
suami ( Prastvo Hadiono) tinggal di Gresik.

L RUSTAY

[VERSITAS JEMBER
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Dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut,
sudah barang tentu menimbulkan adanya berbagai macam prasangka diantara
pasangan suami isteri tersebut. Dalam fakta kasus ini ternyata Siti Romaitah
(isteri) mempunyai prasangka terhadap Prastyo Hadiono (suami), dimana si isteni
khawatir suaminya mempunyai i’tikad yang kurang baik untuk menghabiskan
dengan cara menjual atau memindahtempatkan terhadap harta-harta yang
diperoleh selama dalam perkawinannya yang berada dalam kekuasaan suaminya.
Oleh karenanya si isteri merasa perlu untuk berusaha mengamankan harta-harta
tersebut.

Dalam kaitannya dengan fakta diatas, ternyata tanggal 30 Maret 1998 Siti
Romaitah, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, mengajukan permohonan
sita jaminan atas harta bersama baik yang dikuasainya maupun yang di bawah
kekuasaan suaminya (Prasetyo Hadiyono), yang selanjumya disebut sebagai
Termohon ke Pengadilan Agama Gresik.

Permohonan Sita Jaminan terhadap harta bersama yang diajukan oleh
Pemohon (Siti Romaitah) tersebut pada intinya memohon agar Pengadilan Agama
Gresik :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:

2. Meletakkan sita jaminan atas harta bersama antara Pemohon dan

Termohon.
Adapun harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan antara
Pemohon dan Termohon yang diajukan sita jaminan adalah sebagai berikut :
a. Sebuah rumah yang berdiri diatas tanah seluas 112 M® yang terletak di
JI. Tanah Masa 16 GKB Randu Agung Gresik type 45 atas nama Siti
Romaitah;

b. Sebuah rumah di JI. Nuri LA-01 di Swadaya Graha Kembangan Asri
Gresik type 36 atas nama Prasetyo Hadiyono;

¢. Tanah pekarangan seluas 550 M’ atas nama Prasetyo Hadiono, buku
tanah hak milik nomor 42 Gambar situasi No. 3087 Tahun 1992 yang
terletak di Desa Ngawen Kecamatan Sidavu Kabupaten Gresik:
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Sebidang tanah (kebun mangga) seluas 4.500 M’ terletak di desa
Golokan kecamatan Sidayu kabupaten Gresik, yang di atasnya
ditanami pohon mangga sebanyak 100 pohon;

Mobil Vitara warna Biru Metalik Tahun 1994, Nopol L-1091-LG
dengan nomor rangka G16A1D109841 atas nama Prasetyo Hadiyono,
yang dikuasai oleh Termohon;

Mobil Ferosa warna Biru Metalik Tahun 1997 Nopol L-1142-LG
dengan nomor rangka 9397849 atas nama Prasetyo Hadiyono, yang
dikuasai oleh Pemohon;

Sepeda Motor Astrea Black wama Hitam Tahun1996 Nopol L-6831-
LO atas nama Siti Romaitah, yang dikuasai oleh Pemohon;

Sepeda Motor Astrea Prima warna Hitam Nopol L-5385-LE atas nama
Prasetyo Hadiyono, yang dikuasai oleh Termohon;

Barang-barang elektronik dan furniture serta barang-barang lainnya
yang berada di rumah JI. Tanah Masa No. 16 Gresik.

Sedangkan untuk barang harta bersama yang ada di luar wilayah hukum
Pengadilan Agama Gresik, yaitu berada di wilayah hukum Pengadilan Agama
Tuban adalah :

J.

Mobil Sedan Galant Mitsubhishi wama Biru Metalik Tahun 1995
Nopol L-9-R dengan nomor rangka ES4ASN001475 atas nama
Ahmad Nizar, yang dalam keadaan sewa kontrak dengan SLS
Corporation di Tuban;

Mobil Suzuki Escudo warna Ungu Metalik Tahun 1996 Nopol L-9-Z
dengan nomor rangka MHDESB416NJO15305 atas nama Siti
Romaitah, yang dalam keadaan sewa kontrak  dengan SLS
Corporation di Tuban.

Permohonan sita jaminan atas harta bersama antara Siti Romaitah
(Pemohon) dengan Prasetyo Hadiyono (Termohon) tersebut terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan nomor register
210/Pdt.G/1998/PA.Gs.
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Setelah dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh
Pengadilan Agama Gresik, maka pada tanggal 06 April 1998 Pengadilan Agama
Gresik menjatuhkan Penetapan yang inti amamya adalah mengabulkan
permohonan Pemohon, dan menetapkan atau meletakkan sita atas harta bersama
tersebut dan keberadaan harta bersama yang diletakkan sita tersebut dibawah
pengawasan Pengadilan Agama Gresik dan memerintahkan pada Juru Sita
Pengganti untuk meletakkan atau menetapkan sita jaminan pada harta bersama
yang dimohonkan sita jaminan terebut, dan karena harta bersama ada yang berada
di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik, tepatnya berada di wilayah
hukum Pengadilan Agama Tuban maka Pengadilan Agama Gresik meminta
bantuan kepada Pengadilan Agama Tuban agar memerintahkan Juru Sita
Pengganti Pengadilan Agama Tuban untuk meletakkan sita Jaminan pada harta
bersama yang dimaksud.

Dengan adanya peletakan sita jaminan pada harta bersama yang dikuasai
oleh Pemohon maupun Termohon maka baik Pemohon maupun Termohon tidak
dapat mengalihkan atau memindahtangankan harta bersama pada orang lain,
karena harta bersama tersebut berada di bawah pengawasan Pengadilan Agama
Gresik sampai adanya pengangkatan sita.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang dipergunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini
adalah :
4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam
Adapun Pasal-Pasal yang berkaitan dan dapat dijadikan dasar hukum adalah :
a. Pasal 95 ayat (1) :

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf ¢ Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat
meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita Jaminan atas harta bersama
tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan
vang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan
sebagainya”.
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23 Landasan Teori
23.1 Sita

Bagi setiap pencari keadilan tentu mengharapkan agar perlindungan
hukum menjadi nyata dan apa yang diputuskan oleh Pengadilan hendaknya
menjadi kenyataan, dan tidak berupa putusan hampa karena tidak dapat
dieksekusi, dikarenakan pihak lawan yang berperkara menghilangkan barang yang
dijadikan obyek dalam sengketa atau perkara tersebut. Untuk menjamin hak-hak
pencari keadilan, maka hukum memberi Jalan yaitu dapat dengan mengajukan
permohonan sita terhadap barang-barang sengketa atau yang dapat dijadikan
Jjaminan.

Adanya Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
masalah sita dan penyitaan yang selama ini hanya berlaku pada lingkungan
Peradilan Umum, maka dapat pula diberlakukan pada lingkungan Peradilan
Agama.

Seperti dikemukakan di atas, maka permohonan sita dapat diajukan pada
Pengadilan Agama. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dikemukakan
bahwa “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam
undang-undang ini”. Mengingat peraturan tentang sita dan penyitaan tidak diatur
secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka ketentuan
tentang sita dan penyitaan mengacu pada apa yang ada di dalam HIR dan R Bg.
Oleh karena itu segaia hai yang berbunyi Pengadilan Negeri dalam peraturan itu
haruslah dibaca juga Pengadilan Agama, demikian Juga segala hal yang berbunyi
Pengadilan Tinggi Negeri dibaca juga Pengadilan Tinggi Agama.

2.3.1.1 Pengertian Sita (Beslag)

Sita (Beslag) adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat
eksepsional, atas permohonan salah satu pihak vang bersengketa atau yang
menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan. dibebani sesuatu sebagai
Jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai
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barang tersebut, untuk menjamin agar putusan hakim tersebut nantinya dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya (Arto, 1998 : 67).

Lembaga sita diperiukan, karena adanya kemungkinan pthak Termohon,
selama proses persidangan berjalan, menghilangkan atau mengalihkan harta
kekayaan kepada orang lain, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan
oleh Pengadilan, putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena
Termohon tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

Penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin agar dapat
dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan
Pemohon dibekukan, artinya barang-barang tersebut disimpan untuk Jaminan dan
tidak boleh dialihkan atau dijual.

Adanya sita menyebabkan Termohon kehilangan hak untuk menguasai
atau mengalihkan barang yang disita, sampai ada putusan pengangkatan sita
tersebut. Tujuan sita merupakan untuk menjamin hak bagi Pemohon sita, sihangga
sita dapat disebut juga dengan sita jaminan.

2.3.1.2 Macam-macam Sita ;
Hukum acara perdata mengenal beberapa macam sita, yaitu:

a. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Sita jaminan adalah sita yang dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan
dani pihak penggugat atas milik orang lain (milik tergugat) agar hak penggugat
terjamin dan terpenuhi oleh tergugat setelah penggugat diputus menang dalam
perkaranya nanti.(Rasyid, 1995 - 216).

Permohonan sita yang dimintakan penggugat dapat diajukan bersamaan
dengan gugatan atau bisa juga sebelum perkara diputus dan dapat juga setelah
perkara diputus tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam mengajukan permohonan sita jaminan harus mempunyai alasan-
alasan yang kuat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal
261 ayat (1) R. Bg. bahwa apabila ada dugaan yang beralasan sebelum perkaranva
diputus di Pengadilan atau sudah diputus akan tetapi belum dijalankan, sedangkan
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tergugat berusaha untuk mengalihkan atau membawa pergi barang-barang
bergerak maupun tidak bergerak, maka ketua Pengadilan Negeri atas permohonan
Pemohon yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan
terhadap barang-barang tersebut untuk memenuhi hak bagi Pemohon.

Cara dalam mengajukan permohonan sita Jaminan, pemohon dapat
melakukannya bersama-sama dengan gugatan, baik secara lisan maupun tertulis
dalam persidangan, dan pemohon Juga bias mengajukan permohonan sita setelah
perkara diputus, tetapi perkara tersebut masih dalam proses banding atau kasasi.

Ciri-ciri dari sita jaminan adalah sebagai berikut :

1. Sita jaminan diletakkan atas harta yang disengketakan status
kepemilikannya atau terhadap harta kekayaan tergugat dalam sengketa
hutang piutang atau tuntutan ganti rugi.

2. Obyek sita jaminan dapat meliputi barang berwujud atau tidak
berwujud dan barang bergerak atau barang tidak bergerak.

3. Pembatasan sita jaminan bisa hanya pada barang-barang tertentu yaitu
Jika sita didasarkan atas sengketa kepemilikan atau Jika gugatan
didasarkan pada hutang piutang atau ganti rugi maka sita dibebankan
atas seluruh harta kekayaan tergugat sampai mencukupi jumlah seluruh
tagihan.

4. Permohonan sita harus ada alasan bahwa tergugat dikhawatirkan akan
memindahtangankan atau mengasingkan dan sebagainya barang-barang
sengketa/jaminan, dan terdapat tanda-tanda atau fakta yang mendasan
kekhawatiran tersebut (Arto, 1998 - 74).

Sita jaminan merupakan penyitaan atas harta sengketa atau harta kekayaan
Tergugat. Perintah penyitaan itu dikeluarkan oleh Pengadilan dalam surat
penetapan atas permohonan yang berkepentingan, penyitaan harta tergugat dapat
bersifat permanen atau sementara. Penyitaan bersifat permanen jika sita itu
nantinya dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada penggugat berdasarkan
keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau lelang karena
memenuhi  pembayaran sejumiah uang, sedangkan penyitaan yang bersifat
sementara yaitu jika sita yang diletakkan pada harta yang disengketakan itu atau
harta tergugat diperintahkan oleh hakim untuk diangkat.

Oleh karena itu agar tidak terjadi salah tafsir maupun kesalahan dalam
pelaksanaan sita jaminan, maka acuan yang dibuat pedoman oleh hakim dalam
pelaksanaan sita jaminan adalah harus dipahami benar bahwa sita jaminan itu
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hanya semata-mata sebagai jaminan yang bertujuan untuk menjamin gugatan
penggugat agar tidak illussoir (hampa) pada saat putusan itu nantinya memperoleh
kekuatan hukum yang tetap dan tetap terjamin keutuhannya sampai tiba saatnya
putusan tersebut dieksekusi, sedangkan hak atas barang sitaan tetap dimiliki oleh
tergugat dan masih tetap dipegang oleh tergugat sampai putusannya dilaksanakan
oleh Pengadilan Agama. Barang-barang yang sita itu penguasaannya tetap
dimiliki oleh tergugat dan masih tetap dipegang oleh tergugat. Jika ada yang
menganggap bahwa barang sitaan harus diserahkan pada pihak penggugat maka
itu merupakan tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (9)
HIR dan Pasal 212 R Bg.(Manan. 2000 - 60).

Pasal 197 ayat (9) HIR dan Pasal 212 R.Bg. dijelaskan bahwa barang-
barang yang disita bisa tetap ada pada pihak termohon, dan petugas yang
melakukan sita hanya mendata atau mencatat dalam berita acara tentang penyitaan
yang dilakukannya, dan memberitahukan maksud dari penyitaan tersebut pada
pthak-pihak terkait.

b. Sita Marital (Marital Beslag)

Sita marital adalah sita yang diletakkan atas harta bersama suami istri baik
yang berada dibawah kekuasaan suami maupun dibawah kekuasaan istri apabila
terjadi sengketa perceraian (Manan, 2000 - 62 ).

Pada dasamya sita marital sama dengan sita jaminan, sita marital
merupakan pengkhususan yang hanya dapat berfungsi terhadap jenis perkara
sengketa perceraian. Hak untuk mengajukan sita marital timbul apabila terjadi
perceraian antara suami istri. selama perkara perceraian masih diperiksa di
Pengadilan Agama maka para pihak diperkenankan untuk mengajukan sita atas
harta bersama. Adapun tujuan dari sita marital sendiri adalah untuk menjamin
agarhalmbersmnatemebmtetapMuhdmtupelﬂlarasmnpaipukmmi
mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Denganadan}asitamamalumkada]gmsmdjﬁnyaakanterjanﬁn
keutuhan harta bersama. sita marital merupakan meliputi keseluruhan dari harta
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bersama tanpa terkecuali baik yang dihasilkan oleh suami maupun dan
penghasiian istri selama dalam masa perkawinan.

Mahkamah Agung R.I. dalam pandangan dan pendapatmya atas beberapa
masalah teknis Peradilan mengemukakan bahwa penggunaan istilah sita marital
sedikit banyak mengandung kerancuan dan kontroversi dengan ketentuan Pasal 31
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal ini telah
meletakkan landasan filosofis terhadap hak dan kedudukan suami dan istri adalah
sama dan seimbang dalam rumah tangga yaitu suami berkedudukan sebagai
kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, masing-masing pihak
berhak melakukan tindakan hukum. Pandangan ini sangat berbeda dengan apa
yang digariskan dalam Pasal 105 KUHPerdata yang menetapkan kedudukan
suami sebagai kepala dalam persatuan suami istri dan suami harus mengemudikan
urusan harta kekayaan milik istri dan setiap istri harus patuh kepada suami, suami
boleh menjual harta bersama tanpa campur tangan pihak istri (Manan, 2000 - 62).

Istilah sita marital dapat dikatakan rancu jika dikaitkan dengan ketentuan
Pasal 31 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penggunaan
istilah yang tepat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah sita
harta bersama. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
kedudukan suami istri adalah sama dan cakap dalam melakukan tindakan hukum.
sedangkan sita marital merupakan sita yang dimohonkan oleh si istri yang tunduk
pada BW, hal ini disebabkan karena menurut BW seorang istri dianggap tidak
cakap dalam melakukan tindakan hukum, dan dalam melakukan perbuatan hukum
harus dengan bantuan dari si suami, sehingga untuk melindungi hak si istni
terhadap harta kekayaan persatuan, istri dapat mengajukan permohonan sita
marital. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 190 KUHPerdata “Sementara perkara
berjalan, dengan ijin Hakim, istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk
menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak dihabiskan atau diboroskan ™

Landasan hukum sita harta bersama ini disebutkan dalam Pasal 24 avat (2)
huruf ¢ Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 di mana dikemukakan selama
berlangsungnya gugatan perceraian Pengadilan dapat menentukan hal-hal vang
periu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau
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istri. Bahkan dalam Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
dimungkinkan untuk mengajukan permohonan sita atas harta bersama diluar
gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan yang
merugikan dan membahayakan harta bersama seperti boros, penjudi dan
sebagainya.

c. Sita Revindikasi

Stta Revindikasi adalah sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap
benda bergerak milik sendiri yang berada ditangan orang lain atau terhadap benda
milik sendiri yang telah dijual tetapi belum dibayar harganya oleh pembeli
(Rasyid, 1995 : 214).

Yang dapat mengajukan sita revindikasi di sini adalah pihak pemilik
barang bergerak, yang mana barang bergerak tersebut dikuasai oleh orang lain,
dan bisa juga dilakukan oleh pihak penjual barang bergerak, jika barang bergerak
yang dibeli tersebut tidak dibayar oleh si pembeli.

Pasal 226 ayat (1) HIR dan Pasal 260 R.Bg. dinyatakan bahwa apabila
seseorang memiliki barang bergerak dan barang tersebut berada di tangan orang
lain, maka orang tersebut dapat mengajukan sita terhadap barang yang berada di
tangan orang lain itu baik secara lisan maupun dengan surat (tertulis) kepada
ketua Pengadilan dalam daerah hukum si pemegang barang bergerak itu dan pada
saat nantinya setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atas
permohonan penggugat barang-barang bergerak tersebut dapat diperintahkan agar
diserahkan kembali kepada pemiliknya sendiri. Tindakan penyitaan barang
bergerak dari tangan yang memegangnya merupakan tindakan hukum dengan
maksud untuk menjaga kepentingan orang yang memiliki barang tersebut supaya
tidak dialihkan kepada orang lain oleh yang memegangnya sampai putusan
terhadap perkara yang diajukan itu ditetapkan oleh hakim yang mengadilinya.

Cini—cin dari sita revindikasi adalah sebagai berikut -

I. Sita revindikasi dilaksanakan atas permintaan penggugat terhadap

barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat.
2. Penyitaan tersebut dilaksanakan atas benda yang dikuasai oleh tergugat
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secara tidak sah atau melawan hukum atau juga tergugat tidak berhak

3, o dac ke vt hanya terbatas pada benda bergerak saja dan
tidak mungkin dikabulkan terhadap benda tidak bergerak sekalipun dalil
gugatan berdasarkan hak milik (Manan, 2000 : 61)

Melihat ciriciri dan sita revindikasi sebagaimana tersebut diatas, maka
terdapat persamaan dan perbedaan fundamental dengan sita jaminan, yaitu untuk
perbedaannya adalah -

1. Obyek sita jaminan pada prinsipnya tidak terbatas, sedangkan sita revindikasi
terbatas.

2. Dalam alasan permohonan dan pengabulan sita jaminan boleh berdasarkan
sengketa hak milik dan boleh juga berdasarkan sengketa hutang piutang atan
tuntutan ganti rugi, sedangkan sita revindikasi hanya berdasarkan sengketa hak
milik saja.

3. Pada sita jaminan, prinsipnya penjagaan dan pemakaian benda yang disita tetap
berada di tangan tergugat, sedangkan untuk sita revindikasi barang yang disita
langsung diserahkan kepada kekuasaan penggugat.

Persamaan antara sita jaminan dan sita revindikasi adalah terletak pada
maksudnya, yaitu :

1. Untuk menjamin gugatan apabila dikemudian hari ternyata gugatan tersebut
dikabulkan.

2. Dapat dinyatakan sah dan berharga apabila dilakukan menurut tata cara yang
ditentukan oleh Undang-undang dan dalam hal gugatan dikabulkan.

3. Dalam hal gugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima, maka baik untuk sita
Jaminan maupun sita revindikasi akan diperintahkan untuk diangkat.

Sita revindikasi di lingkungan Peradilan Agama yang menyangkut bidang
kewarisan hanya mungkin dapat dilaksanakan penyitaan dalam bidang harta atau
barang-barang asal yang dikuasai tergugat, dalam bidang harta bersama (gono
gini) mungkin dapat dilaksanakan sita revindikasi terhadap barang-barang bawaan
dan suami atau istn dalam suatu perkara yang berada dan dikuasai oleh suami
amMsuida]amsuampexkaragugmansd)agaﬁnmtasebmda]amPasal%dan
86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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d. Sita Eksekusi (Executorial Beslag)

Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan
suatu putusan Pengadilan, karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun pihak Pengadilan telah
memperingatkan pihak tergugat agar putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini bisa
dilaksanakan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar
sejumlah uang (Manan, 2000 : 61).

Dasar hukum yang digunakan dalam sita eksekusi adalah Pasal 197 ayat
(1) HIR yang berbunyi:

“Apabila jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir tergugat tidak mau
memenuhi putusan secara suka rela, maka ketua Pengadilan mengeluarkan

surat perintah untuk menyita barang-barang bergerak milik tergugat dan
apabila barang itu tidak ada atau tidak cukup, maka barang-barang

bergerak milik tergugat yang dianggap cukup untuk dipergunakan sebagai

pembayaran sejumlah vang disita.”

Berdasarkan pengertian dan ketentuan tersebut diatas maka sita eksekusi
mempunyai ciri-cin sebagai berikut :

1. Sita eksekusi dilaksanakan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan
hukum tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan itu terhadap barang-barang
yang disengketakan.

2. Tujuan sita eksekusi adalah untuk memenuhi pelaksanaan putusan Pengadilan
dan berakhir dengan tindakan pelelangan Hanya terjadi dalam hal-hal yang
berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang dan ganti rugi.

3. Kewenangan memerintah sita eksekusi sepenuhnya berada ditangan ketua
Pengadilan bukan atas perintah ketua majelis.

4. Dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai pembayaran atau pelunasan
sejumlah uang dan ganti rugi terpenuhi.

Sita eksekusi bertujuan untuk menyita langsung harta kekayaan tergugat
untuk segera dijual lelang guna memenuhi pelaksanaan putusan sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam amar putusan. Saat berfungsinya sita eksekusi terhitung
mulai putusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi ndak
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dipergunakan selama proses pemeriksaan dalam persidangan berlangsung
efektifitas fungsi sita terjadi jika pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan
putusan Pengadilan secara suka rela meskipun telah diberikan teguran
sebagaimana mestinya, jika pihak tergugat bersedia memenuhi semua isi putusan
Pengadilan secara suka rela maka dengan sendirinya sita eksekusi tidak berlaku.

232 Pengertian Harta Bersama

Harta bersama menurut arti bahasa adalah barang-barang kekayaan yang
menjadi milik bersama (Sudarsono, 1992 : 60), sedangkan menurut istilah hukum
harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama
perkawinan.

Menurut hukum Islam tidak dikenal istilah harta bersama dalam ikatan
perkawinan, karena pada dasamya harta suami istri terpisah, jadi masing-masing
mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya sepenuhnya
tanpa boleh diganggu oleh pihak lain (Soemiyati, 1999 : 98). Harta kekayaan
suami istri dapat bersatu dan menjadi milik bersama dengan jalan syirkah
(percampuran harta seseorang dengan orang lain).

Menurut hukum adat harta perkawinan adalah harta yang dikuasai suami
istri selama terikat perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta
perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan
sendiri, harta pencarian bersama suami istri dan barang-barang hadiah
(Hadikusuma, 1995 : 156).

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang
perkawinan dijelaskan bahwa “Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh
selama perkawinan.” Sedangkan menurut ketentuan umum Pasal 1 Kompilasi
Hukum Islam (KHI) bahwa “Harta bersama adalah harta yang diperoleh baik
sendin maupun bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan
berlangsung dan tanpa mempersolkan siapa yang menghasilkan harta tersebut.”

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, maka hukum mengenal dua jenis harta dalam perkawinan yaitu -

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama :


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut harta pribadi, yang
sepenuhnya berada di bawah kekuasaan masing-masing sepanjang para pihak
tidak menentukan lain.

Dengan adanya berbagai pengertian tersebut di atas maka dapat diambil
kesimpulan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami
istri selama perkawinan berlangsung.

2.3.2.1 Terbentuknya Harta Bersama

Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan dimulai sejak saat tanggal
terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar, baik itu bubar karena
perceraian maupun bubar karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal
duma, schingga harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat
dilangsungkannya akad nikah sampai saat perkawinan bubar, menurut hukum
dengan sendirinya menjadi harta bersama.

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan disebutkan bahwa “Harta dari masing-masing pihak suami istri dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah
dibawah penguasaan masing-masing.”

Untuk menentukan harta bersama suami istri dapat ditentukan melalui
faktor selama perkawinan antara suami istri berlangsung, dan dengan sendirinya
harta tersebut menjadi harta bersama suami istri kecuali jika harta yang diperoleh
tersebut berasal dani harta warisan atau harta yang diperoleh dari hibah untuk
salah satu pihak suami atau istri, maka harta tersebut menjadi harta pribadi bagi
suami atau istri. Semua harta yang berasal dari warisan atau hibah yang diterima
oleh suami atau istri jika yang bersangkutan tidak menentukan lain, maka secara
hukum harta tersebut menjadi milik pribadi sipenerima meskipun tanpa
memperjanjikannya menjadi harta pribadi.

Dengan demikian. vang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan
bahwa semua harta vang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
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harus mengecualikan mengenai harta yang diperoleh oleh salah satu pihak sebagai
harta warisan atau hibah yang menjadi milik pribadi masing-masing pihak.

2.3.2.2 Ruang Lingkup Harta Bersama

Barang-barang yang dapat digolongkan sebagai harta bersama adalah
sebagai berikut :

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Salah satu ukuran untuk menentukan apakah suatu barang itu termasuk
dalam obyek harta bersama atau tidak adalah saat pembeliannya, artinya jika
setiap barang yang dibeli selama berlangsungnya ikatan perkawinan, maka barang
tersebut dapat dikategorikan obyek dari harta bersama, tanpa mempermasalahkan
siapa yang membelinya baik itu suami ataupun istri, terdaftar atas nama siapa, dan
terletak dimana.

Setiap barang yang dibeli selama berlangsungnya perkawinan, maka
otomatis menjadi harta bersama, kecuali barang yang dibeli tersebut uangnya
berasal dari penjualan barang bawaan atau pribadi, maka untuk yang demikian
Status barangnya tetap menjadi milik pribadi.

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibiayai dari harta
bersama

Ukuran untuk yang kedua adalah apa saja yang dibeli, jika uang yang
digunakan untuk pembelian barang tersebut berasal dari harta bersama maka
barang tersebut tetap termasuk dalam pengertian harta bersama_ meskipun barang
tersebut dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian.

Apapun harta yang dihasilkan atau dibangun yang berasal dari harta
bersama, meskipun dalam pembelian atau membangun barang tersebut dilakukan
setelah adanya perceraian, dengan catatan belum dilakukan pembagian harta
bersmmmlamsumniism,makahmayangdemikiantermasukdalmnhma
bersama.
¢. Hana yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Dalam sengketa harta bersama Jarang sekali vang berjalan secara lancar
apalagi kalau hal itu terjadi jauh setelah tegadinya perceraian, ini disebabkan
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karenawlimyaunrukmembukﬁkanituhartabasamaataubukm Biasanya dalam
menanggapi dalil gugatan penggugat, tergugat selalu membantah bahwa harta
yang telah dipersengketakan itu bukan sebagai harta bersama, melainkan sebagai
harta pribadinya. Dalam hal ini yang menjadi patokan untuk menentukan bahwa
barang itu termasuk dalam obyek harta bersama atau bukan adalah ditentukan oleh
keberhasilan penggugat untuk membuktikan harta vang dipersengketakan itu
diperolehnya selama perkawinan dan bukan berasal dari warisan atau hadiah.

Harta yang dapat dibuktikan, bahwa harta tersebut diperoleh selama
perkawinan berlangsung, dan dalam memperoleh harta tersebut tidak berasal dari
penjualan harta pribadi atau harta bawaan, maka harta yang demikian ini dapat
digolongkan pada harta bersama.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama secara otomatis akan menjadi
harta bersama. Selain itu penghasilan dari harta bawaan atau harta pribadi suami
istri juga akan menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian fungsi dari harta
pribadi adalah ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Meskipun hak dan kepemilikan dari harta pribadi mutlak berada dibawah
kekuasaan masing-masing suami istri, namun fungsi dari harta pribadi tidak
terlepas untuk kepentingan keluarga. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri
tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Selama perjanjian perkawinan tidak mengatur mengenai harta yang
dihasilkan dari harta pribadi, maka harta yang dihasilkan dari harta pribadi atau
harta bawaan suami atau istri akan menjadi harta bersama, ini berbeda dengan
harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, maka harta ini akan tetap
menjadi harta pribadi.
€. Segala penghasilan pribadi suami atau istri selama dalam perkawinan

Penghasilan suami atau istri selama dalam perkawinan, dengan sendirinya
menjadi harta bersama, karena dihasilkan selama perkawinan. Sesuai dengan
ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan
menjadi harta bersama”.
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Senada dengan pasal tersebut adalah Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum
Islam yang berbunyi “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta
yang diperoleh baik sendiri-sendini atau bersama suami istri selama dalam ikatan
perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”.

Kaitannya dengan mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi
pemisahan, dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama.
Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum,
sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan
(Harahap, 1990 : 303).

Semua harta dari penghasilan pribadi suami atau istri selama perkawinan
akan dengan sendirinya menjadi harta bersama, baik itu dari gaji si suami atau si
1stri. Meskipun salah satu yang bekerja, maka harta tersebut tetap menjadi harta
bersama.
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BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Penetapan Yang Dikeluarkan oleh Peradilan Agama

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur tentang hak dan
kewajiban antara seseorang dengan orang iain atau yang biasa disebut dengan
hukum privat, sedangkan Hukum Acara Perdata (hukum perdata formil) adalah
hukum yang mengatur tentang tata cara untuk mewujudkan atau melaksanakan
hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata
materiil.

Meskipun ada haknya yang diganggu oleh orang lain, akan tetapi jika
orang yang terganggu tersebut diam saja dan tidak mau menggugai maka tidak
bisa dipaksakan supaya menggugat, karena itu merupakan hak privat (pribadi)
masing-masing dan sepenuhnya terserah kepada orang itu sendiri, tidak ada
sangkut pautnya dengan siapa pun. Dengan demikian jika seseorang ingin
mengajukan gugatan atau permohonan tidak perlu dan tidak memerlukan untuk
mendapat izin atau legalisasi atau surat pengantar terlebih dahulu dari siapa pun
atau dari instansi mana pun juga, ia dapat langsung sendiri atau meminta bantuan
orang lain untuk membuat gugatan atau permohonan dan diserahkan pada
Pengadilan yang berwenang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ada tiga macam produk hukum dari
hasil pemeriksaan perkara di persidangan, yaitu :

Pertama, Putusan ialah pemyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk
tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai
hasil pemeriksaan terhadap perkara gugatan (contentious) (Arto, 1998 : 245).

Dalam perkara gugatan ini terdapat dua pihak yang berlawanan, Penggugat
dan Tergugat, didalamnya mengandung suatu konflik atau sengketa yang harus
diselesaikan dan diputus oleh pengadilan dan sekaligus merupakan sebagai dasar
landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran hak Untuk menentukan
siapa yang benar dan berhak diperlukan adanyva suatu putusan hakim. di sini
hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa pihak yang
benar dan siapa pihak yang bersalah.

1 r(n) [,!, !eru
IRV R 1 smm
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Dalam perkara contentiosa putusan dari pengadilan memuat perintah
kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atan memberikan sesuatu atau
melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu tertentu, dan jika perintah tersebut
tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah maka perintah tersebut bisa dijalankan
dengan paksa, sehingga sifat dari putusan tersebut adalah condemnatoir,
sedangkan produk yang dihasilkan oleh perkara contentius atau gugatan dalam
nomor register perkaranya diberi tanda G.

Kedua, Penetapan ialah pernyataan hukum yang dituangkan dalam bentuk
tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai
hasil dari pemeriksaan terhadap perkara permohonan (voluntair) (Arto, 1998:
245),

Dalam perkara voluntair ini hanya terdapat satu pihak saja, yaitu Pemohon,
dan dalam permohonan tersebut di dalamnya berisi tuntutan hak perdata terhadap
suatu hal yang tidak mengandung sengketa, seseorang memohon kepada
Pengadilan untuk minta ditetapkan atau mohon ditegaskan sesuatu hak bagi
dirinya. Sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu
proses peradilan yang bukan sebenarnya, di sini hakim yang dalam memeriksa
perkara permohonan mengeluarkan penetapan bagi perkara yang dimintakan
permohonan tersebut, sehingga sifat dari penetapan tersebut adalah declaratoir
(putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu, sebagai suatu keadaan
yang resmi menurut hukum).

Ketiga, Akta Perdamaian ialah akta yang dibuat oleh Hakim yang berisi
hasil musyawarah antara para pihak dalam suatu sengketa untuk mengakhiri
sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Sesuai dengan sub bab di atas, maka pada pembahasan kali ini penulis
hanya memfokuskan pada pembahasan produk hukum yang berupa penetapan.

Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan bentuk dan isi putusan,
namun ada juga sedikit perbedaannya, yaitu :

a. ldentitas pihak-pihak pada perkara permohonan, dan pada penetapannya
hanya memuat identitas Pemohon, kalaupun di situ dimuat identitas
Termohon, tetapi Termohon di situ bukanlah pihak.
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b. Tidak akan ditemui kata-kata “Berlawanan dengan” seperti pada
putusan. .

c. Tidak akan ditemui kata-kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada

putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan Pemohon.

d. Amar penetapan bersifat menyatakan (declaratoir) atau menciptakan

(constitutoir).

e. Kalau pada putusan didahului kata-kata “Memutuskan” maka pada

penetapan didahulu dengan kata “Menetapkan™.

f. Untuk biaya perkara selalu dibebankan pada Pemohon, sedangkan

untuk putusan dibebankan pada pihak yang kalah.

g. Dalam penetapan tidak mungkin ada reconventie atau interventie atau

vrijwaring (Rasyid, 1995:211).

Kekuatan hukum penetapan hanya berlaku pada Pemohon itu sendiri, dan
kebenaran yang terkandung dalam permohonan atau perkara voluntair adalah
kebenaran yang sepihak yaitu kebenaran menurut Pemohon itu sendiri. Orang lain
tidak dapat dipaksakan untuk mengakui kebenaran penetapan tersebut karena
kekuatan mengikatnya terhadap orang lain tidak mempunyai daya hukum
sekalipun penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Namun demikian di Pengadilan Agama terdapat permohonan yang
mengandung sengketa, sehingga di dalamnya terdapat dua pihak yaitu yang
disebut Pemohon dan Termohon.

Termohon dalam hal ini dalam arti “ashi”, bukanlah sebagai pihak tetapi
hanya perlu untuk dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya
untuk kepentingan dalam pemeriksaan, karena Termohon mempunyai hubungan
hukum langsung dengan Pemohon. Jadi dalam arti asli, Termohon tidak imperatif
hadir di depan sidang seperti halnya Tergugat, artinya sekalipun Termohon tidak
hadir, bilamana permohonan cukup beralasan (terbukti) maka permohonannya
akan dikabulkan, begitu pula sebaliknya, apabila permohonan Pemohon tersebut
tidak terbukti maka akan ditolak (Rasyid, 1995 : 59).

Dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama ada bermacam-macam
perkara voluntair, seperti :

a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk

melakukan tindakan hukum ;

Penetapan pengangkatan anak |

Penetapan pengangkatan wali ;
Penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) ;
Penetapan wali adhol, dsb (Arto, 1998 - 41).

can o

-
Ly
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Perkara-perkara tersebut di atas merupakan perkara permohonan yang
tidak mengandung sengketa dan biasanya dalam nomor- register perkara
permohonan dibeni tanda P.

Perkara-perkara voluntair yang mengandung sengketa adalah seperti

a. Permohonan pembatalan kawin ;
b. Permohonan untuk beristri lebih dari satu (poligami) ;
¢. Permohonan sita jaminan harta bersama, dsb.

Untuk perkara-perkara seperti di atas nomor register perkaranya diberi
tanda G.

Perkara permohonan sita jaminan atas harta bersama yang tanpa adanya
perceraian di Pengadilan Agama Gresik ini merupakan perkara voluntair tidak
mumi karena mengandung sengketa jadi di sini terdapat pihak lawan (Termohon),
meskipun menggunakan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa
maka produk yang dihasilkan didaftar pada register perkara contentiosa, sehingga
dalam nomor register perkara diberi tanda G.

Pasal 38 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu
mengenai perkara permohonan pembatalan perkawinan dan permohonan beristri
lebih dan satu (poligami), di situ menyebutkan “permohonan” oleh “Pemohon”,
namun permohonan di dalam Pasal 38 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tersebut tidak bisa dianggap sebagai perkara voluntair sepenuhnya.
Pemohon disini bisa dikatakan seperti Penggugat dan Termohon dapat dikatakan
sebagai Tergugat karena disini pihak yang telah kawin yang merasakan keberatan
terhadap pembatalan perkawinan yang telah mereka lakukan, dan juga istri
pertama dalam hal izin untuk beristri lebih dari satu, harus dianggap sebagai pihak
yang di sini terpaksa disebut dengan Termohon, karena kalau tidak demikian,
mereka tidak bisa turut serta dalam proses persidangan, sehingga Termohon di
sini sepertinya mirip dengan tergugat walaupun tidak disebut tergugat. Sedangkan
produk Peradilan Agama adalah penetapan, sehingga jika suami sebagai Pemohon
atau Penggugat maka istri sebagai Termohon atau tergugat dan sebaliknya jika
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istri sebagai Pemohon atau Penggugat maka suami sebagai Termohon atau
Tergugat.

Seperti perkara yang ada pada Pengadilan Agama Gresik, yaitu mengenai
sita jaminan harta bersama tanpa adanya perceraian, yang mana dalam perkara ini
istri mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama kepada Pengadilan
Agama Gresik, agar Pengadilan Agama Gresik meletakkan sita jaminan atas harta
bersamanya dengan suami dan di sini suami merupakan sebagai Termohon
sedangkan si istri sendiri sebagai Pemohon.

Meskipun sita tersebut termasuk perkara permohonan namun dalam
pemberian nomor register perkara diberi nomor register perkara gugatan dan
didaftar pada register gugatan, hal ini sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan
oleh Pengadilan Agama Gresik yang diberi tanda G yang berarti gugatan karena
dalam perkara penetapan harta bersama tersebut terdapat pihak lawan yaitu suami
(Prasetyo Hadiyono) sebagai Termohon, sedangkan yang dibuat sengketa adalah
harta bersama yang dimiliki suami istri tersebut. Sehingga permohonan sita atas
harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Gresik
dikategorikan sebagai perkara voluntair tidak mumi yakni seperti permohonan
1zin beristri lebih dari satu (poligami).

Pandangan Hakim dalam perkara voluntair ini, mengandung unsur
sengketa yang ada pihak lawan (Termohon), yang mana Termohon diperlukan
hadir dalam persidangan untuk dimintai keterangannya.

Permohonan sita jaminan tanpa adanya gugatan perceraian tidak dapat
dikategorikan sebagai perkara contentiosa atau voluntair, akan tetapi dianalogikan
kepada penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan luar
sengketa (P3HP). Hal ini karena sita jaminan atas harta bersama itu bukan perkara
tetapi suatu hal yang assesoir terhadap perkara pokok yang sedang diperiksa oleh
Pengadilan Agama, padahal sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya
perceraian merupakan terkesan sebagai perkara tersendiri. Oleh karena itu
permohonan sita tersebut diberi nomor yang dibuat tersendiri, bukan nomor
perkara. tetapi nomor seperti yang tersebut dalam penyelesaian permohonan
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P3HP. Kemudian dicatat dalam buku register yang khusus dibuat untuk itu
(Manan, 2000 : 70).

3.2 Prosedur Permohanan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Tanpa Adanya
Gugatan perceraian

Prosedur pengajuan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa
adanya gugatan perceraian pada dasarnya adalah sama dengan prosedur pengajuan
perkara perdata pada umumnya.

Tahap permohonan sita adalah suatu tahapan awal yang menyebabkan
terjadinya pelaksanaan sita, yaitu tahap mengajukan sita. Terjadinya pelaksanaan
sita bergantung pada adanya permohonan dani pihak yang berperkara karena sifat
dari hukum acara perdata sendiri adalah inisiatif untuk mengajukan perkara
berasal dari pihak yang berperkara, penegak hukum tidak dapat memaksakan agar
hak-haknya yang dilanggar untuk diajukan ke Pengadilan agar diproses, ada atau
tidak adanya suatu perkara tergantung pada Penggugat, maka Penggugat
mempunyai pengaruh yang besar pada jalannya perkara.

Menurut Pasal 178 ayat (2 dan 3) HIR yaitu “Hakim wajib mengadili
seluruh bagian gugatannya, dan dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara
yang tiada dituntut, atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut” (Tresna, 1993:
158).

Kaitannya dengan sita — tidak terkecuali sita jaminan terhadap harta
bersama tanpa adanya gugatan perceraian — tersebut, ada dua bentuk cara dalam
mengajukan sita yaiiu :

1) Permohonan diajukan bersamaan dengan gugatan pokok dalam surat gugatan

Cara ini yaitu permohonan sita yang diajukan Penggugat secara tertulis
dalam surat gugatan, sekaligus bersamaan dengan mengajukan gugatan pokok.
Cara dalam mengajukan permohonan sita dirumuskan pada bagian setelah uraian
posita, dalam petitum, harus diminta agar sita dinyatakan sah dan berharga.

2) Permohonan dapat diajukan secara terpisah dengan pokok gugatan

Bentuk pengajuan permohonan yang terpisah dengan pokok gugatan

adalah Penggugat membuat bentuk permohonan tersendiri, terpisah dari gugatan
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pokok perkara. Disamping gugatan perkara, Penggugat juga mengajukan sita

dalam surat tersendiri, bahkan dimungkinkan untuk mengajukan sita secara lisan.
Adapun isi surat permohonan sita - sebagaimana juga dalam surat

permohonan atau gugatan perkara lain - harus diuraikan dengan jelas tentang

a) Pihak-pihak yang berperkara

b) Alasan-alasan permohonan sita

¢) Barang-barang yang dimohonkan sita
d) Petitum sita.(Arto, 1998:71).

Pengajuan sita dapat dilakukan selama proses persidangan berlangsung,
atau selama perkaranya diperiksa. Apabila Penggugat mengajukan permohonan
sita bukan pada waktu proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama,
melainkan setelah perkara tersebut berada di tingkat banding atau kasasi maka
permohonan sita diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah
Agung yang memeriksa perkara melalui Pengadilan Agama yang memeriksa pada
tingkat pertama.

Sebagaimana diuraikan diatas, pada prinsipnya tata cara atau prosedur
dalam mengajukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan
peceraian kepada Pengadilan Agama adalah sama dengan prosedur pengajuan
perkara perdata yang lain di Pengadilan Agama. Adapun tata cara atau prosedur
dalam mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya
gugatan perceraian adalah sebagai berikut :

1) Pemohon mengajukan permohonan sita jaminan harta bersama tanpa adanya
gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan menghadap ke meja [, di
meja | ini akan ditentukan panjar biaya penyitaan atas harta bersama dan
dituangkan dalam SKUM, setelah mendapatkan SKUM Pemohon membayar
biaya yang telah ditentukan dari meja 1 ke kasir, di kasir akan diberi tanda
lunas dan diberi nomor sesuai dengan buku jumnal keuangan.

2) Setalah dari kasir Pemohon membawa berkas permohonan sita jaminan atas
harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian tersebut ke meja 11, petugas di
meja Il akan mencatatnya pada buku register.

3) Selanjutnya berkas permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya
perceraian dibawa kepada ketua Pengadilan Agama melalui wakil panitera dan

.
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panitera, kemudian ketua Pengadilan Agama akan menentukan majelis hakim
dan menyerahkan berkas permohonan kepada ketua majelis hakim yang telah
ditunjuk untuk dipelajari, dan jika beralasan segera mengadakan sidang, dalam
sidang ketua majelis hakim memberikan nasehat kepada suami atau istri supaya
harta bersama tetap utuh seperti semula dan merubah kelakuan yang
membahayakan terhadap harta bersama.

Proses pengajuan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa
adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Gresik ini secara rinci sama
dengan pengajuan gugatan atau permohonan lamnya, yaitu surat permohonan
yang telah ditandatangani oleh Pemohon diajukan pada sub. Kepaniteraan gugatan
di Pengadilan Agama, kemudian Pemohon menghadap ke meja | yang akan
menaksir panjar biaya perkara dan menuangkan dalam SKUM. selanjutnya
Pemohon menghadap kepada kasir Pengadilan Agama untuk membayar biaya
yang telah ditentukan di meja I, oleh kasir akan diberi tanda lunas serta diberikan
nomor register perkara, hal ini seperti nomor yang diperoleh Pemohon, yaitu
210/Pdt. G/1998/PA. Gs. Setelah memperoleh nomor register, berkas dibawa ke
meja I1 dan dicatat oleh petugas meja 11 dalam buku register gugatan, selanjutnya
berkas permohonan sita jaminan tersebut diberikan kepada ketua Pengadilan
Agama melalui wakil panitera dan panitera, kemudian ketua Pengadilan Agama
menentukan majelis hakim yang memeriksa permohonan penetapan tersebut, dan
menyerahkan berkasnya kepada ketua majelis hakim untuk dipelajari (wawancara
dengan Dra. Muzayanah, Wakil Panitera Pengadilan Agama Gresik pada tanggal
29 Maret 2006).

Bentuk permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan
perceraian yang diajukan oleh Siti Romaitah selaku Pemohon pada Pengadilan
Agama Gresik adalah bentuk permohonan sita secara sendiri, yaitu permohonan
sita yang diajukan berdiri sendini, karena permohonan sita dalam perkara ini tidak
disertai dengan gugatan perceraian.

Pihak-pthak vang berperkara dalam perkara ini adalah Siti Romaitah
(Pemohon) mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta bersama yang
dikuasainya maupun yang dikuasai oleh suaminya (Prasetyo Hadiyono) selaku
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Termohon. Adapun alasan yang diajukan oleh istri (Siti Romaitah) untuk
mengajukan permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian
ke Pengadilan Agama Gresik adalah bermula dari ketidak harmonisan dalam
rumah tangga pasangan Pemohon dan Termohon, yang sejak bulan November
1997 telah berpisah ramah, Pemohon beserta kedua putranya berada di Surabaya,
sedangkan Termohon tinggal di Gresik.

Keadaan suasana rumah tangga vyang tidak harmonis, Termohon
mempunyai prasangka bahwa Termohon mempunyai itikad yang tidak baik
terhadap harta bersama yang berada dalam kekuasaan Termohon, yaitu ingin
menghabiskan dan menghilangkan harta bersama, dengan cara dijual atau
disimpan di tempat lain, hal ini didukung adanya fakta bahwa suaminya
(Termohon) telah berusaha mengalihkan / memindahtangankan sebagian harta
bersama yang berada dalam penguasaan Termohon (Penetapan Pengadilan Agama
Gresik Nomor : 210/Pdt.G/1998/PA.Gs. tanggal 06 April 1998)

Upaya untuk melindungi hak-hak Pemohon dan menjaga keamanan serta
untuk menghindari habisnya harta bersama tersebut atas perbuatan suami
Pemohon selama mereka berpisah rumah, maka Pemohon mengajukan
permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian
kepada Pengadilan Agama Gresik.

Pasal 95 ayat (1) KHI menyatakan bahwa suami atau istri dapat meminta
Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adnya
gugatan percenan, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan
dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan lain sebagainya.

Barang-barang yang dimintakan sita oleh Siti Romaitah adalah berupa
harta bersama sebagaimana yang terurai pada fakta dalam bab II diatas,
dimaksudkan agar Pengadilan Agama Gresik berkenan mengabulkan permohonan
Pemohon dan meletakkan sita jaminan atas barang atau harta bersama yang
dikuasainya maupun yang dikuasai oleh Termohon.
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Setelah permohonan sita tersebut diajukan ke Pengadilan Agama maka
Pengadilan Agama akan melakukari tindakan-tindakan hukum, sebagai berikut :

a) Pemeriksaan permohonan sita

Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima permohonan sita yang
diajukan oleh Pemohon, melalui panitera dan wakil panitera, maka ketua
Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim untuk memeriksa permohonan sita
Jaminan tersebut, selanjutnya majelis hakim memeriksa isi surat permohonan,
alat-alat bukti yang dimohonkan sita, serta mempertimbangkan alasan-alasan
permohonan sita yang dikemukakan si Pemohon sita.

Untuk melakukan pemeriksaan pada alat bukti dari barang-barang yang
dimohonkan sita, ada tiga cara yaitu :

1) Tanpa mengadakan persidangan, bilamana alat-alat bukti yang dikemukakan
oleh si Pemohon sita terdini dari surat-surat otentik

2) Dengan cara membuka persidangan untuk melakukan pemeriksaan atas status
barang yang dimohonkan sita di Pengadilan Agama sepanjang barang-barang
tersebut telah memenuhi syarat untuk disita.

3) Apabila Hakim atau Ketua Majelis dalam memeriksa temyata ada barang-
barang yang dimohonkan sita tersebut menyangkut atau terdapat hak milik
yang bukan wewenang Pengadilan Agama untuk memutuskan maka penyitaan
ditangguhkan dan Penggugat diperintahkan untuk mengajukan sengketanya
kepada Pengadilan Negeri selambat-lambamya tiga bulan setelah disampaikan
kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan membawa bukti bahwa
sengketa tersebut telah diajukan ke Pengadilan Negeri.

Hakim atau Ketua Majelis setelah memeriksa dan dipandang telah cukup
dan selesai, maka Ketua Majelis mengeluarkan surat penetapan atas permohonan
sita, yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan sita tersebut.

Pada fakta di atas, di Pengadilan Agama Gresik, pemeriksaan permohonan
sita jaminan terhadap harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian ini
dilakukan di luar sidang dengan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan
sita dan alat-alat bukti surat yang berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup
tentang harta bersama yang dikemukakan oleh Pemohon sita (Siti Romaitah).
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Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut, maka hakim meyakini
permohonan tersebut, sehingga permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa
adanya gugatan perceraian yang dimohonkan oleh Siti Romaitah (Pemohon) dapat
dikabulkan (wawancara dengan Drs. Nur Hadi, Hakim Pengadilan Agama Gresik
pada tanggal 3 April 2006).

b) Peletakan atau pelaksanaan sita

Majelis hakim Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa permohonan
sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian
mengabulkannya, maka ia mengeluarkan penetapan yang isinya mengabulkan
permohonan Pemohon dan memerintahkan kepada panitera melalui juru sita
pengganti untuk melaksanakan penyitaan.

Pada permohonan ini pelaksanaan atau peletakkan sita dilakukan oleh juru
sita pengganti berdasarkan surat penetapan sita dari Majelis Hakim. Selanjutnya
Juru sita pengganti melakukan penyitaan terhadap barang yang dimohonkan sita
dimana barang tersebut berada, sesuai dengan yang tertera dalam surat penetapan
sita.

Sebelum melaksanakan penyitaan, juru sita pengganti terlebih dahulu
memberitahukan tentang pelaksanaan sita kepada para pihak dan Kepala Desa
setempat, akan dilangsungkannya sita pada hari, tanggal, jam, dan tempat yang
telah ditetapkan, serta memerintahkan kepada mereka untuk hadir dalam
pelaksanaan sita yang telah ditetapkan. juru sita pengganti dalam melaksanakan
penyitaan dibantu oleh dua orang saksi yang dianggap memenuhi syarat yang
diambilkan dari pegawai Pengadilan Agama (wawancara dengan Drs. H. Abd.
Ghoffar Hans, juru sita pengganti Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 3 April
2006).

Tujuan dan pemberitahuan tersebut adalah supaya mereka mengetahui dan
turut serta menyaksikan jalannya penyitaan, dan memberitahukan kepada
khalayak umum tentang maksud kedatangan juru sita, serta menjelaskan bahwa
barang-barang yang disita tidak boleh dilakukan suatu perbuatan hukum yang
bersifat mengalihkan hak atau memindahtangankan barang-barang tersebut yang
telah disita kepada orang lain.
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Pelaksanaan sita terhadap barang bergerak Juru sita pengganti
mencocokkan terlebih dahulu tentang sifat dan bentuk dari barang tersebut,
sedangkan untuk barang tidak bergerak dilaksanakan di lokasi barang tersebut
berada, dan juru sita pengganti mengadakan pengukuran luasnya untuk
menentukan batas-batasnya dan bentuknya.

Dalam melakukan penyitaan, juru sita pengganti mencatat setiap kejadian
yang dianggap perlu yang terjadi selama penyitaan pada berita acara penyitaan
yang isinya :

1) Mencatat nama dan alamat Pemohon dan Termohon serta dua orang

saksi ;

2) Mencatat secara rinci mengenai barang-barang yang disita :

3) Penjelasan tentang jenis dan ukuran barang yang disita :

4) Berita acara penyitaan tersebut ditanda tangani oleh juru sita pengganti,

kedua orang saksi dan Kepala Desa serta Termohon.

Sita yang dilakukan terhadap barang yang tidak bergerak yang berupa tanah
bersertifikat, maka berita acara penyitaan didaftarkan pada Badan Pertanahan
Nasional (BPN), sedangkan bagi tanah yang belum bersertifikat, maka berita
acara penyitaan dicatatkan pada buku leter (c) di kantor Kepala Desa, dan apabila
barang yang disita berupa barang bergerak seperti kendaraan maka didaftarkan
pada kantor samsat yang bersangkutan.

Apabila terdapat barang-barang baik bergerak maupun tetap, yang
dimohonkan sita berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama yang
memeriksa permohonan sita tersebut, maka ketua Pengadilan Agama yang
memeriksa permohonan sita membuat surat permohonan sita dengan melampirkan
penetapan sita yang telah dibuat oleh majelis hakim, ditujukan kepada ketua
Pengadilan Agama yang mewilayahi keberadaan barang-barang yang dimohonkan
sita. Ketua Pengadilan Agama yang menerima pendelegasian sita, menunjuk
panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita sesuai dengan apa yang tersebut
dalam penetapan sita (Manan, 2000 : 66).

Karena barang yang dimohonkan sita ada vang berada di luar wilayah
hukum Pengadilan Agama Gresik yakni berada di wilayah hukum Pengadilan
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Agama Tuban, maka ketua Pengadilan Agama Gresik membuat surat permohonan
sita yang telah dibuat olch majelis hakim untuk ditujukan pada ketua Pengadian
Agama Tuban. Pengadilan Agama Tuban yang mendapat pendelegasian sita itu
menunjuk juru sita pengganti untuk melaksanakan sesuai dengan yang tersebut
dalam penetapan sita, setelah penyitaan dilaksanakan maka Pengadilan Agama
Tuban segera mengirim hasil pelaksanaan sita kepada Pengadiian Agama Gresik
dalam bentuk berita acara sita.

Setelah melakukan penyitaan, selanjutnya juru sita pengganti melaporkan
hasil dani penyitaan tersebut kepada ketua majelis yang memerintahkan penyitaan
dengan menyerahkan berita acara sita. Kemudian ketua majelis melakukan sidang
insidentil untuk menyatakan sita jaminan atas harta bersama itu sah dan berharga.

Penetapan sita jaminan atas harta bersama yang dinyatakan sah dan berharga
oleh ketua majelis, dikirim pada instansi terkait seperti Kepala Desa, Camat, BPN
dn lain-lain yang dianggap perlu.

3.3 Akibat Hukum Terhadap Penetapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama
Tanpa Adanya Gugatan Perceraian

Dalam mengadili dan memutus suatu perkara hakim selalu berusaha
mempertimbangkan segala sesuatu tentang alasan yang diajukan oleh pihak-pihak,
dasar pertimbangan hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan atau
penetapan tersebut.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Gresik
dalam menetapkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan
perceraian adalah Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di
dalamnya menyatakan bahwa suami istri dapat memohon ke Pengadiian Agama
untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan
perceraian, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan
membahayakan harta bersama seperti mabuk, penjudi, boros dan lain sebagainya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sita jaminan atas harta
bersama tanpa adanya gugatan perceraian adalah bahwa terjadi perpisahan rumah
antara Pemohon dan Termohon, untuk melindungi hak-hak Pemohon dan untuk
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menjaga agar harta bersama tetap terjamin keamanannya karena Pemohon
mempunyai  sangkaan yang cukup beralasan bahwa Termohon berusaha
memindahtangankan kepada orang lain, dan Pemohon telah melampirkan bukti
surat berupa foto copy yang bermaterai cukup tentang harta bersama.

Sita jaminan atas harta bersama yang diajukan tanpa adanya gugatan
perceraian ini, perkawinannya tetap utuh akan tetapi terhadap harta bersama
diletakkan sita untuk mempertahankan keutuhan harta bersama agar tidak disalah
gunakan oleh salah satu pihak, disebabkan karena dari salah satu pihak melakukan
perbuatan yang merugikan atau membahayakan harta bersama yaitu ingin
mengalihkan atau memindah tangankan harta bersama kepada pihak lain selama
mereka berpisah rumah karena keadaan rumah tangga mereka yang kurang
harmonis.

Fungsi sita jaminan terhadap harta bersama adalah untuk menjaga
keutuhan harta bersama sampai ada pengangkatan sita baik oleh Pemohon atau
Termohon, jika yang mengajukan pengangkatan sita adalah pihak Termohon
maka dia harus dapat membuktikan bahwa dirinya telah mampu mengendalikan
diri serta membuktikan perbuatan yang menjadi dasar pengabulan sita sudah tidak
ada pada dirinya.

Terhadap sita jaminan atas harta bersama yang tanpa adanya gugatan
perceraian di Pengadilan Agama Gresik ini, maka keberadaan harta bersama di
bawah penguasaan Pengadilan Agama Gresik yang artinya Pengadilan Agama
Gresik sebatas menjaga agar harta bersama tersebut terjamin keamanan
keutuhannya dan harta bersama tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan
seperti dengan jalan penjualan dan sebagainya.

Harta bersama selama diletakkan sita jaminannya dapat dilakukan
penjualan oleh salah satu pihak untuk kepentingan keluarga yang sangat penting
dan mendesak dengan cara meminta ijin ke Pengadilan Agama yang telah
meletakkan sita tersebut, dan Pengadilan Agama Juga mengizinkannya.

Dengan demikian, akibat hukum sita jaminan terhadap harta bersama yang
tanpa gugatan perceraian maka kedudukan harta bersama di bawah penguasaan
Pengadilan Agama yang sebatas sebagai penjagaan dan keamanan akan keutuhan
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harta bersama tersebut dari kemungkinan dialihkan atau dipindah tangankan
kepada pihak lain oleh salah satu pihak.
3.4 Kajian

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa
“Hukum acara yang berlaku pada Peradilan Negeri berlaku juga pada Peradilan
Agama, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Dalam kaitan ini,
perkara permohonan sita jaminan atas harta bersama, ketentuan hukum yang
diterapkan oleh Pengadilan Agama adalah sama dengan ketentuan hukum tentang
sita yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri.

Perkara sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian
mengharuskan para penegak hukum untuk menggali lebih dalam lagi mengenai
penemuan hukum karena teknis dalam pelaksanaannya belum dijelaskan, dan
selama ini dasar hukum acara yang dipakai adalah HIR dan R Bg.

Pengadilan Agama Gresik telah mengeluarkan penetapan mengenai
permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian
dengan nomor perkara : 210/Pdi.G/1998/PA.Gs., bal ini merupakan perkara baru
yang dihadapi Pengadilan Agama karena selama ini perkara mengenai
permohonan sita harta bersama selalu mengikuti atau dibarengi dengan perkara
pokok yaitu gugatan perceraian atau permohonan cerai talak, permohonan sita
selalu mengikuti pokok gugatan (assesoir).

Tehnis yang digunakan oleh Pengadilan Agama Gresik dalam menangani
perkara ini adalah perkara tersebut didafiar sebagai perkara contensius dan masuk
dalam register perkara gugatan.

Kaitannya dengan tehnis atau prosedur pelaksanaan yang diterapkan
Pengadilan Agama Gresik tersebut, dasar hukum Pasal 95 Kompilasi Hukum
Islam merupakan terobosan hukum, oleh karenanya pemecahan dalam tehnis
perkara ini dapat dilakukan dengan cara diajukan dalam bentuk perkara contensius
gugatan harta bersama kemudian oleh Pengadilan Agama didaftar dalam register
perkara gugatan karena dalam Pasal 95 itu sendin tercermin adanya sengketa
antara suami isteri yang bersangkutan ( Suvuthi. 2001 - 52).
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Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan sita jaminan
atas harta bersaina tanpa adanya gugatan perceraian adalah bahwa terjadi
perpisahan rumah antara Pemohon dan Termohon, untuk melindungi hak-hak
Pemohon dan untuk menjaga agar harta bersama tetap terjamin keamanannya
karena Pemohon mempunyai sangkaan yang cukup beraiasan bahwa Termohon
berusaha memindah tangankan kepada orang lain, dan Pemohon telah
melampirkan bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup tentang harta
bersama.

Menurut hemat penulis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama
Gresik tersebut sudah tepat karena sesuai dengan maksud Pasal 95 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf ¢ Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri
dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta
bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu
melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama
seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya™.

Sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian sampai
sekarang masih rancu dan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum
karena bertentangan dengan teori dan praktek. Namun menurut hemat penulis sita
jaminan menurut Pasal 95 KHI tersebut dimungkinkan terjadi karena dalam
kehidupan rumah tangga tidak akan tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan
datang, kadang kala sekarang masih rukun tetapi hari berikutnya sudah terjadi
pertengkaran, akan tetapi mereka tidak mau bercerai dengan berbagai alasan dan
maksud dari hati manusia tidak ada yang tahu, dulunya yang harmonis dengan
adanya pertengkaran antara suami istri dimungkinkan salah satu pihak dendam
sehingga akan menghabiskan harta bersama yang dimilikinya, untuk menjaga
keutuhan harta bersama tersebut maka dapat dimohonkan pada Pengadilan Agama
mengenai sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian seperti
yang terjadi pada perkara permohonan yang ada di Pengadilan Agama Gresik.

Penulis berpendapat bahwa permohonan sita jaminan atas harta bersama
tanpa dibarengi dengan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Gresik tersebut
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merupakan perkara voluntair tidak murni. Dikatakan tidak mumni karena dalam
perkara permohonan sita jaminan harta bersama tersebut terdapat pihak lawan
(Termohon) dan mengandung unsur sengketa, schingga produk yang dikeluarkan
Pengadilan Agama Gresik meskipun berupa penetapan namun didaftarkan dan
dicatat pada nomor register gugatan, dan nomor perkaranya diberi tanda G. yaitu
nomor : 210/Pdt.G/1998/PA.Gs.

Dengan melihat uraian di atas maka, penetapan yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama Gresik sesuai dengan prosedur yang ada, karena dapat
dianalogikan dengan permohonan ijin beristri lebih dari satu (poligami).
Permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian
mempunyai kesamaan dengan permohonan poligami, yaitu adanya pihak
termohon. Keberadaan pihak termohon di sini hanya untuk memberi keterangan
dalam persidangan, dan dikategorikan dalam perkara voluntair tidak murni.

Cara untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa
adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Gresik telah sesuai dengan
prosedur yang ada. Pada dasamya tidak ada perbedaan antara pengajuan
permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa dibarengi dengan perceraian
dengan pengajuan perkara perdata yang lain di Pengadilan Agama. Pemohon
dalam mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama harus
melengkapinya dengan bukti-bukti dan alasan-alasan yang kuat. Bukti tersebut
bisa berupa surat yang difotocopy dan bermaterai cukup tentang harta bersama,
sedangkan alasan yang digunakan yaitu Pemohon khawatir akan harta bersama
akan habis karena suami (Termohon) berusaha menghilangkan atau memindah
tangankan harta bersama terebut. Adanya bukti-bukti dan alasan-alasan yang
dikemukakan Pemohon, maka Pengadilan Agama Gresik mengabulkan
permohonan Pemohon.

Surat permohonan yang telah ditanda tangani oleh pemohon, diajukan
pada sub. kepaniteraan gugatan di Pengadilan Agama Gresik, dengan menghadap
ke meja [ Meja | menaksir panjar biaya perkara, dan menuangkan dalam SKUM,
setelah itu menghadap pada kasir untuk membayar biaya perkara yang telah
ditentukan oleh Meja I. Kasir akan memberi tanda lunas dan nomor perkara yaitu
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210/Pdt.G/1998/PA Gs, kemudian berkas dibawa ke meja [l untuk dicatat dalam
buku register gugatan. Meja i akan memberikan kepada Ketua Pengadilan Agama
Gresik melalui wakil panitera dan panitera, selanjutnya ketua Pengadilan Agama
Gresik menentukan Majelis Hakim, dan menyerahkan berkas permohonan sita
Jaminan atas harta bersama kepada majelis hakim tersebut untuk dilakukan
pemeriksaan.

Pada dasarnya, akibat hukum yang ditimbulkan dari peletakan penetapan
permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian di
Pengadilan Agama Gresik, adalah bahwa harta bersama yang diletakkan sita
jaminan tersebut, di bawah penguasaan Pengadilan Agama Gresik. Artinya pihak
Termohon dan Pemohon, tidak dapat mengalihkan atau memindah tangankan
harta bersama tersebut kepada pihak lain, tanpa seizin Pengadilan Agama Gresik.
Disim Pengadilan Agama Gresik hanya sebatas menjaga keamanan dan keutuhan
dan harta bersama yang diletakkan sita, sampai ada penetapan dari Pengadilan
Agama Gresik yang menyatakan pengangkatan sita jaminan terhadap hana
bersama tanpa adanya perceraian.
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BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

L.

Bentuk penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Gresik, merupakan
perkara voluntair tidak mumi, karena dalam perkara permohonan penetapan
sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian yang diajukan
pada Pengadilan Agama Gresik, terdapat pihak termohon yaitu suami dan
pemohon sendiri, sehingga meskipun perkara permohonan akan tetapi diberi
nomor gugatan yang diberi tanda G. Oleh karena itu, dengan adanya
permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian
merupakan hal baru bagi Pengadilan Agama, karena selama ini permohonan
sita jaminan selalu mengikuti pokok gugatan (assesoir). Dalam perkara
permohonan yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik, permohonan sita
Jaminan berdiri sendiri, karena tidak ada gugatan pokok yang menyertainya
Berdasarkan pasal 95 ayat (1) KHI dimungkinkan pihak suami, atau istri
untuk mengajukan permohonan sita harta bersama, tanpa adanya gugatan
perceraian asalkan dengan alasan yang mendukung, dan tepat. Misalnya salah
satu pihak penjudi, pemabuk, atau pemboros yang membahayakan
keberadaan harta bersama.

Prosedur permohonan penetapan sita Jaminan atas harta bersama tanpa
adanya gugatan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Gresik sama
dengan prosedur pengajuan perkara lain di Pengadilan Agama Surat
permohonan diajukan pada sub. Kepaniteraan gugatan di Pengadilan Agama
Gresik, kemudian pemohon menghadap ke meja [ untuk ditaksir panjar biaya
perkara, selanjutnya pemohon membayar perkara di kasir, setelah itu surat
permohonan dibawa ke meja Il untuk didaftar pada register gugatan, dan akan
diteruskan pada ketua Pengadilan Agama melalui panitera dan wakil panitera
untuk ditentukan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

-
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3. Akibat hukum sita jaminan harta bersama, tanpa adanya gugatan perceraian
adalah sejak diletakkannya sita terhadap harta bersama maka harta bersama
tersebut dibawah penguasaan Pengadilan Agama Adanya sita jaminan
diharapkan harta bersama tersebut tidak dipindah tangankan, atau dialihkan
kepada pihak lain. Apabila ada kepentingan keluarga yang mendesak, dan
dengan izin pihak Pengadilan maka harta bersama tersebut dapat dijual.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang relevansi
dengan permasalahan:

1. Dengan adanya bentuk penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Gresik
yang masih rancu, mengenai perkara voluntair mumi dan tidak murmi, maka
pihak yang berwenang (hakim) harus segera menyamakan persepsi untuk
memeriksa perkara-perkara yang seperti terjadi pada Pengadilan Agama
Gresik.

2. Tidak jelasnya aturan yang mengatur tentang prosedur permohonan sita
Jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian, maka
pemerintah harus segera membuat peraturan tentang permohonan sita jaminan
atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian.

3. Apabila terjadi konflik antara suami istri, dan mereka tidak menginginkan
perceraian, akan tetapi salah satu pihak menginginkan agar harta bersamanya
tetap terjaga keutuhannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan
permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian
pada Pengadilan Agama. Dengan adanya sita Jaminan tersebut maka
keberadaan harta bersama akan berada pada pengawasan Pengadilan Agama
yang memeriksa, dan akan terjamin keutuhanya.
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PENGADILAN AGAMA GRESIK

JL. Dr. Wahidinsudirohusodo No. 45 Tlp/Fak. 031-3981685 Gresik

SURAT KETERANGAN
Nomor : PA.m/6/TL.00.1/866/2006

Panitera Pengadilan Agama Gresik dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas

Hukum Universirtas Jember tersebut di bawah ini

Nama . M. ABDULLAH MAS’UD
Nim : 010710101185
Keterangan . Telah melakukan konsultasi di Pengadilan Agama Gresik

mengenai  skripsi  dengan  judul KAJIAN YURIDIS
PELAKSANAAN SITA JAMINAN ATAS HARTA
BERSAMA TANPA ADANYA GUGATAN PERCERAIAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Penetapan Pengadilan
Agama Gresik Nomor 210/Pdt.G/1 998/PA.Gs)

Prne,

Fai Vﬂmmﬂ

: P r., ;
- Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan se;ﬁlu ,a “}T

Gresik, 17 Mei 2006
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F N B AP AN
Nopoy ‘Iﬂll’dlw’i‘)‘)bli’f\hs

RISMIi . AMURRAHMANIRRAITIM
DENEREADILAN RERDASARKAN RETUHANAN YANG MALA ESA

Ketwa Migelis Hakin Do ugachlban: A gama Cuuml\ lt.l.l}l wembiea swal Penclupan

Feaungakom May -h Thakim langeal 01 Aprl I')%B Numnr S L M RS T D T LR

witkntg Penumiukan Majelis Takim untnk meweriken dan menseadili perkeua Permohonan

Sit Laidiean st arta Bersama Nowor 210/t G/1998/PA. G, yang diajukan oleh :

ST RGMAITA, Ui 31 b, Awina Bilamy, pekerjaun Tauvawai PDAM Grosik
tempat tinggal daholu bertempat tingeal di 1 T mgh
Masa 16 GresiR, sekarane, l-mimnp.n tingeal i
Dikah Enpang Tamw 17 No. 52 Swrabaya,
h?ldl‘ljll(n).l disebut sebagai Pemohon |

MELAWAN

PRALETYO LAD lON() Umur'ﬂ tahun, Agama lslam, pekeriann Karyawan 1”1 ‘Senie
‘ : Gresik_ fempat tinggal di 1 Fuiah Masa 16 Giresik,

sebamputnya digebnt webagm Tormohon

Membacn sural permohouan pemohon, dimana pemohon mohou agar sapaya
dutet llh o wila Jaminan plas harta bersama antaa pemohon dengan termohon yang saal
mi ditagan termaohon, gmn untuk melindungy hale-hal; pemohon, dan untuk menjaga
wour lnumu.,-lms g wpom termunt  dalam snral - permohonan pemohon Ielmmm
kenmaramya kacna pemohon ldmw.ilu dan mempunyai sangkaan yang cukup beralasan,

mdiwa prhak t2rmohon her usitha mvng'ﬂ1I|kdz|/:||t-n|u|dnl| t'ingnnknu kepm!n orang lain
th,nm Ahsuupa diterapat lajn . ;

Menimbaug, balwa permohonan sita terscbul dilakukan oleh pemohon karena
stqal bulan Nopewber 1997 ;m@m‘;uju-mnlmn dan termohon telal berpasal tenpal lilwqal.
aedinepglem se g barang-barmgoria Iwu.hu.z (lilxif;l\S!lcl saal i ada-dalun kekuasaan
termolon, k.u i it pemohon mohon agar Pengadilan Agamna Gresik -

= Menzuoulkan pauimohonan pemohon -

- Meintaklon sita iaminan atas harta bersama antara pemohon dengan termohon *
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Meaunbane vahwa powohon tebah mehonpuckon bk st becipn Toto copy
) 4

yetuy b bai besuater s calup adalal sebagia berikut .

LKl Akta Mlikab Nomor 64RZ1/1981 tanggal 11 Desember 1984, yang

Jihctmglane olel Mantor Urtsaa Apama Fecanmban Sawahan - Sucabiaya (1°.1)
SoSetieat Tiak Ginna Bangunan No 1261 dengan gamlen situass Nomer - 1SIR/1002
A ottt SITTICOMATTA yaug dikelnarkan oleh Badan Perbaeshian Newstonal Fanlor
Partuanhan Foabupaten Gresail: (P.'.’).
ol Vands Nomor Feodaraaa Betmotor Milsalosin Galant Gl 1995 svana B
Motaltk Nopal L9 Patag namie ATIMAD NTUZAR (2.3) .
St CEanda Neonar K andaraan Bevmolor Susukt BEsendo winme Gaon Metahik i
Lisan 1996 Nonol L-0009 -7 qles vama STTT IIOMJ\.I'I";\ (rn
Nt '1".ind:| Nemor Fendarann th'rnntc\r Swrnki SKE 416 AWD weama Parn Metahik

basini biatan 19%4 Nopol L=6-D atas nana PRAGETYO HADIONG (1057,

b o

“wral Tanda Nowor Fendarnaw Bermotor Daihatsu F 69 RVZD wina Birn Metalik
il 1997 Nopol 1114 221G atag s PRASISTY.O HADIONG Nowor vangeka
N3ITRID (P.6)

.'\‘-'l:l*"f'ﬂmlsn Momor Kenduraom Bermotor Sepeda Motor Honda <100 tahun 1996

wat iz Hidaom BNopol 12683 1- L0 ol e ST ROMALTA (1M.7) .

B bk 'I’:umh'lmk. Milik Nowmor 12 atas PRASETYO HADLIONO dr:n_\;:m Gambar

siinasi No. 306 #1992 alas Ht'lli(lil;li‘,‘ Fanaly yang lu-l'lomk i Desa Nggawven Fecamatan

'-'.'iti_\’ll Giregik cclung S5O M™ (1°.8) ;

“Oatine Mutase Gbyelc dan Wagth Pagak lons tanah 10420 M* terlotak di Desa Giolokan,

‘;.'.‘C-t.th:ﬁ‘.ull Suduyn Gresak (0.9 .

1. Ewitans pembayaran sewa kendaraan Soedan Galant Mitsubishi 1.9 1 Periotle tangpal
Yo Pobiunrt i\")}! smnpur dengnn 19 Marel 1998 dun Sews Rendamn Jeep Taendo
L-2-2Z beserta Lunpitannya (I'.10) . - | |

1 Soeal Pe-l]mlj:m'. Sewa/kontrak romal di 11 Nue LA 01 Fembangan Asi Gresik, yang

awayewakan PRASETYO HADIONO sehkwang besalamat di 31 Vgl Masa 16
ciresil (2.1 1) ’ : '

il

Manimbuse, buliswn walelnh membsen sat permohonnn pemohon dan bukt-bukli

e yang dilampirkan bersama surat permohonannya, iaka hal-hal yang dimohonkan
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ol pemohon asr Pengudhilnne Agpmun Girerik wieletabkdnn sl Janpwn wlag harta
berzaua baik yang dskuasai olel pemobon maupun oleh teunohon sebagaimana tersebut

dizr:es addalah mempunyai alasar Hokun. oleh karena it pertmohonan pemohon dalam hal
i gt Qikaballen | ‘

Mennmbai g, bahwa sebagian barang-barang bergecak yane hendsi: diletalckan eita
v b it bersaa pewohon dan termohon, (idik bevada didalin * wilayal,
Yok Pengadiion f'\gn‘um Greaib, oleh karena it pevlu mint Pantian Kepada sandaa
: vulnle

Feta Yengndilan Aesma Tubisn atan salsh seor e peoacr vaine ber il

oz dserbo uh:h dua orung h.lku VALY e llll|l| VAT e u,1i antuk ata untuk

welakennakan/me latakkan aitn Jatnean athg ot bevsama ferhaday

Lo Mobal sedan Cadant Mybsubichi warna B Metadik b 1995 Nopol 1291 atas®

narva AUIMASL NIZAR Nomor rangka ESTASNOOL17S _\’;m}'_' cant o dalam keadaan
rewn konlrak dengan SIS Corporation di Tuban
< Nl Susuki Fgendo watnia Utaw Metalik tahan 1996 Nopol 1-9-2Z wlas moana HITI
AOMAITA Nomor rungka MUDESBA 16NJO 15305 yang, saalt vn juga dalam keadauan
wewa kontrak fien;._;:pj.S[.S Corparation di Tuban
Memperhatikan pasal 95 (1) Fomwpiiazi Tlukunm Isbam dan Peraturan lain yang
Ferkesmn dengnn uml in
MENKTAPKAN
sManeabulkan pafmehonan pemohon
s Meperminhknr lﬂ'p;lllﬂ ity Pantlern Pevandibn Apinan Geesak aitan Tk
b I‘I:li:!!l):;lll disanti oleh waliinys yang b, disertai dua ovang eakai yang, mcmunullii
:.':'il!":r‘-.“S—".ll':lf vimg dermaat padda paval 197 FUHR wntnk llu‘léll-’il]\':ln-"tilk‘ll‘l.:lh’k:ll.l il
i wkass et borsame st petmchon dengin ter umh;m yailu
boSebuah Rumah yang bordirn diatas f:muh. seluas 112 M* yang (erfetak i 1. Tanah
Masa 10 GEB Randn Apung Gresil Type A5 alas vama SITT ROMALIA luk
4% -m,lm.mN.J 1261 Taimn 1992 Gambar Sitwasi Nomor 1538/92 dengan batas-batas
sestimwni beriknt i e :
m-l_sci'.da nbara berhatasam dengon ) nn.mh WAITID HASY IM
wehelal baeat berbatasan denpan Fmab S¢ WD RASAT

webuolali welian berbatasan dengan ramah FEO ADI

¢
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sezbolad tonoe betbmtmsmn devenn Il 1rvn
(ol bukh 1‘.2} : :
Sebmab rumat: G JU Nuri LA - o] .\w.ulnyl Graha Fembangin Asver Grosik Iypc 1(»
s nana i'l’.:\.Sl.['\ O TLADIIONO, dengan batas-bila: -

“cbelaliwlara beratasan deagan Jola, Raya

svctielab it Hesbatasan denesn, MISF AN RADIMAWA N

subelalr selat=n berbaiasan lengan NUI{MI\NAN

cebelah e berbatnssan Je sngan alan R:rvn

©rmah Pekawoangan selvas 550 MY s PRAGETY O HADUONO. buku fanali hak

'

wittle Nomor 42 Gambar Sttnart No.3087/1992 terletal: di Deen Nemwven Fecamaten
cvkva balnmaten Grosik (bokt 2 8). . :
Gevrdang aah (Kebun Mangga) 'sclu:m 1.500 M? terletak di Desa Golokan
Mweamaten Swdayn  Eabuopaten (i!lv.é:il' yang  diatasnya ditanami pohon ang s

selanyik 100 polion (Lukti p. 9).

- Mobil Vitarn wama Biri Metalik tahua pomhlmhn 1994 Nopol 1. IH'H LG atas

S PRASKTY O HABIONO Nmnm rangka GLoAND 10984 1 vang sekarang

dikuasai/cipakai termohon |
LYY Ferasn vwarna e Metahik taivin buantan 1907 Nopol 1.-1 IA7-1.00 Newmor

vaneka 9397549 s u'.utls;; FRANETYO HADIONO sekawang dipukai/dikonsa

rerinhan (hukt 1.6)

sepedi Motor Astren BBlack warng hitsan Bl 1996 Nopol 1683 1-1.00 atas 1
STTROMATA ':vk:u'mlr di':u;nr::i/rlip.'!\ i pemohion (bukti 1.7) '
sepeda Motor - Axiren I’uma warts hitam Nopol 1.-53K5- B atas n:ﬁnn PRASETYO
HADUONC sekarang diknasai/dipakai termohon

Barang-barmmge Elektroutk dan Furnitnre sorta barang-barang lainuya vang berada di
Kaomabi J1 "Fanah Masa No. Lo Gresik terdin dai

9.1 Satu Seé Anlenn Pnr'ahn_iu 17 I'it,

2.4 Salu sl Antena Orary

2.3, Dua buzh AC kamar Merk Sanyo .

94 Dua buah '1'V.29 Ine Merk Sany berwarna |

2.5, Satu beali TV 20 Tue Merk Sony berwarna .


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

D0 Salu bush Laser s

2.7 Sotw buats Video Fase: Motk sony .

E Satn bl Tape Deck Paritron

W

3 Satu ozl Mesin Cuer Merk Flextrolna |

<0 Bain bl Messin Facnm Merk Lux

L Sam boahe Almae Vs dvey p-ull‘u Merk Goldsiar
P2 Satu Ser Moga Tamu coklat ukiv gaonda |

D Pz bush Vape Compao Medk i"nlylrnu e Hittaehy
CU L Satu baeh iasirgoyang ular |
VIS T bunh et palaian Jan ‘

S Lia boah lempat Gdae Jovi kaya jati dan kada kpring bad |

P Duac b toiletvias ierbuat dari Jali

A ren bl bRt terbuat darg .is;ti- i

L Paa Cel Mejonakean teibual dii Jab b

CTea boah sepeda punnpe merk MAR IN, AFTWALENEL di 10 HAT ATTRANL

~ 0 Sahnset awpa santn i te bl dad Jals

-
-

S0 Gatn buch bulfet tempat “UV terbiat dari Jati
£'% ) lawh woddak m'.u-‘m-v-nm;nw_ Fhodak il Meck Fupe Fahia 20, adai:s b

5 Mok Malion

CEMep tempat elepon gt uker ¢

vk (perabol s Bangen)
s elinduugd hake bk pemohon dan menjaga kear Socerta menghindy:
omhbannyn h:u‘:nm-lnml:m_s'_-'h:nm bersam tersebnl distas kepada ik Lt olle
catal st prluk selama antaa pewohon dan termohon bevpazah tepat tingeal
Me st bantunn e Prada et Peneadilon Agamn Tuban, aear memeritahban Jeepaddi
Donde o Gebretuns Pengadlan A auna Tubam atin salals seornge Pepaowan vang berhak
it rlcn;;:n; izertan ofel dun orong, saket vaog memennhi svarat- syl yane termua
e pasal 197y 1R unlak melaksaskansmelctakkan sita popivan atas llunl;n b ginn

Pt o dan terimohon berapa;

.

EoMolil sedan Calant Mitsabashi warns B Metalik (b L99S Nopal 1,-9-10 i

wii ATTMAL NIZAR Nomar rangha 1254, ONOOLAT75


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2. Mobil Suzuki Escudo warna ungu metalik tihun 1996 Nopol 1. 9 7 atas nama ST

ROMAITAH nomor rangka Ml IDESB416NJO15305 atas nama Sl'l'l'l{()[\fh’\l'l'/\ll.
Yang berada di SLS corporation Tuban 111 coment project desa Sumber Arum, Kecamatan
Kerek, Kabupaten Tuban.

Menetapkan  bahwa perintah ini dapat dijalankan pda scmbarang  waktu  saja,
termasuk hari minggu dan hari besar yang dlmuhal\"m lainnya & jika perlu dijalankan

bantuan keamanan negara (POLRI / ABRI)

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 06 April 1998

Hakim Ketua Majelis IHakim

f;‘rﬁmﬁ

- p A B m

HTATUR RAIIMANIYAIL, SH
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BERFEA ACARA PENY FEAAN JANMINAN (CONSERYATOLR BESEHAG)

Pada han ini Kamis, tanpgal 23 April 1998, saya DRS. MUNAMLIAD DIUARL
Jurusita Pengganti Pengadilan Apama Giresik, alas perintaly Hakim K etua Majelis l’cny,.'ll(lil.'m
Agama - fersebut dalam sural penclapannya tanggal 6 Apnl 1998 Nomor
2I0/PdLG/1998/PA.Gs. dalam perhara antara
olit KUMAITA; Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawati PDAM Gresik dahulu

lncrlcmp."ll tinggal i JI Tanah Masa 16 Gresik, scharing

bertempat finggal di JI..Dukul Kupang Timur 17 No. 52

Surabaya, selanjutnya discbut scbagai Pemohon .

MEL AWAN
i‘l{ASE'l'Y() HADIYONO, Umur 41 talun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Seinei
Gresik, tempat linggal di Ji Tanah Masa 16 Gresik,
sclanjuinya discbut schagai T'ermohon .
untuk melakukan penyitaan jaminan atas h;trung-h.‘u‘;mg. yang ada ditangan termohon, yang
“lebih jelas diuraikan dalam surat permolionan pemohon, maka saya dengan disertai dua orang,

saksi yang dapat dipercaya, yaitu : )

I. Drs. NURRAHMAN, bertempal tinggal di jalan DR, Wahidin Sudirohusodo 45 Giresik,
pekerjaan l’égawni Negeri sipil.

2'Dris. MUCHIDIN, bertempat tinggal di jalan DI Wahidin Sudirohusodo 45 Gresik,
pekerjaan Pegawai Negeni sipil.

Telah dalang di tempal barang-barang terletak/berada _v.'mg dkan disita, dan {iis;lna saya tidak

bertemu dengan termohon , fetapi bertemu dengan ROCHING (keponakan Pemohon yang

linggal di rumah terscbut).

Setelah kepadanya diberitahukan fentang maksud kedatangan saya- fersebut dengan
memperhatikan  surat penclapan terscbut diatas, yaitu untuk melakukan penyitaan jaminan atas
harta bersama yang dimohonkan oleh rpmuohon 'lanpa adanya gugal cerai terhadap barang-
baranmg tersebut, maka saya dengan disaksikan oleh kedua or ang sahsi lersebul mclakukan
“penyitaan jaminan atag barang-barang yang dikuasai oleh termohon yang berupa:

I. Scbuah Rumah yang berdin diatas Tanah dan rumal scluas 112 M yang terletak di J.
Tanah Masa 16 GKB Rundu Agung Gresik Type 45 alas nama SITI ROMAITA hak
bangunan No.1261 ‘Tahun 1992 Gambar Situasi Nomor 1538/92 dengan batas-batas

scbagai berikut : gebelah utara berbatasan dengan rumah WAL HASYIM, sebelah baral

berbatasan dengan rumah SOEDRAJAT, schelah selatan berbatasan dengan rumah EK O

8 ADI, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya, (Surat bukti .2) .
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2. Mobil sedan Gatant Nitsubishi warna Bive Melalih ahun 1995 Nopol 1=9-R atas nanga
ACHL NIZAR Nomor rangha 1S1ASNOOL1T7S (hukti t)
@ BPKDB mobil tersebut berada ditangan ‘1 ermohon,

MSTNK  dan mobil tersebut sejak tangeal 19 Aprd 199K bevada di rumal orange o
Pemohon di Surabaya,

A NMobil Susuki Escudo warna Ungga Metalih tahun bhuatin 1996 N opal 1 -0009-7 atas Tian
SHTROMAITA Nomor rangha NMUDESBATONIOLS305 (bukti 1.4).

M BPKB saatini berada di BANK, karena masih dalam inasa ;l;lyhlil“lll. '
BSTNK dan mobil fersebut sepak tanpgal 19 Aprl 1998 perada de rumah orang 1o
Pemohion di Surabaya.

4. Mobil Vitara warna Biry NMetalih tahun pembuatin J1O91 “lapol T -1091-1.03 atas nanie

l’R:\SE'l'YO [TADIJONO, ;udungl\un Nopol - yang  lama 1-9-P Nomor rangju

LITGAIDTO9BAT yany scharang dikuasay ~dipaha tcrmohon (buki 1 3% .
® BPKH d:;n STNK asli berada ditangan ‘T ermohon.

B NMobil tersebut tidak ada ditempat karena dibawa keluar oleh Termehon.

5. Mobil Ferosa warna Birn Metalik tahun buatan 1997 Sopad L-THR2-T6G Nomer vangla
9397849 alas nama PRASLTYO 1LADIONO Svisttang dipakan diluasai pemohon (bl
1.6) .

W BPKB dan STNK berada diiancan Pemohon
B Mobil tersebut dipalai olch 'emohon.

6. Sepeda Motor Astrea Black wama hitam tahun 1996 Nopol L-9831-1.0) atus nama ST
ROMAITA scharang diluasai/dipakai pemohon (bukti 12.7).

& BPKDB dan STNK berada ditangan Pemohon,
¥ Sepeda Motor tersebut dipakai olch .';dilc PPemohon,

7. Sepeda Motor  Astrea Prima winta hitam Nopol 1.-5385-1 1 atas nama PRASETYO
HADUONO scharany dikuasai/dipakai teemohon
M BPRD dan STNK berada ditangan “V'eomohon,

M Sepeda Motor terscbut sejak tanggal 7 April 1998, dibawa Termohon dan sapa

sckarang tidak ada ditcmpat.
8. Barang-barang  Elchironik dan Furmniture serla barang-barang Linnya yang bevada Ji Pl
JL Tanah Masa No. 16 Gresik terdin dari
eSafu Set Anlena Parabola 17 Fit.

- Barang tersebut berada ditempat. i
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- Lkl wsebual ! ddak - bunc diterapat,  harena “sebelum: pamuohion mengajuhan
permohonan sita jamman i, bacang, 1ersebut sudah dijual oleh termohaon,
*Dua buah AC Kamar Mcrk Sanyo .
- chu_a barang terscbut berada .ditcmp;ll.
*Dua buah TV 29 Inc Merk Sony borwama
= Kedua barang terscbut tidah berida ditenmipal .d.‘lll menural keterangan ROCLIM,
dibawa olch termohon.
*Satu buah TV 20 Inc Merk Sony berwarna |
- Barang terscbut berada ditempat.
sSatu buah Laser Disc .
- Barang tersebut tidak berada ditempat dan menurut keterangan ROCLIINT
(keponakan pemohon), dibawa oleh termohon.
*Satu buah Video Kaset Nerk Sony .
- Barang tersebut berada ditempat,
*5atu buah Tape Deck Politron .
- Barang tersebut berada ditempat.
*Satu buah Mesin Cuci Merk Elextrolux .
- Barang tersebut berada ditempa,
*Satu buah Mesin Facum Merk Lux .
- Barang terscbut berada ditempat.
eSatu buah Almani Es dua pintu Merk Goldstar.
= Barang temsebut berada ditempat.
*Satu Set Meja Tamu coklat ukir garuda A
- Barang tersebut tidak berada ditempat dan menurul heterangan ROCHIM, barang
tersebut telah dibawa oleh termohon ke Surabaya dengan menggunakan truk Nopol
L-2156-C.
*Dua buah Tape Compo Merk Polytron dan IHittachi .
- Kedua barang tersebut berada ditempal,
eSatu buah Kursi goyang ukir .
- Barang terscbut berada ditempat
«Tiga buah lemari pakaian jati .

- Ketiga barang tersebut berada diterpal
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- Kelima barang terscbut berada ditempal
e 1)ua buah toilet tas terbuat dan Lan
- Redua barang tersebut berada dicnpal
e Liga buah bulfet terbuat dart Jan . g
- Ketiga barang terscbut berada ditempat
*Dua Sct Meja makan terbaat dan Jan
- Kedua barang tersebut berada ditempal. :
*Tiga buah sepeda gunung merk MARIN, ATIWATINEE dan BOBCAT TIRALL
= Dua buah sepeda punong merh MARIN dan ATIWATRNE T teeebol berada
ditempat, sedangkan mek BOBCAT TRAIL sepak tangeal 7 Apnl 199%, 1elah
dibawa oleh termohon schingga tidak berada ditempat.
e Satu sel meja santai uhur terbuat davi Jati,
- Barang tersebut berada ditempat,
¢ Satu buah bufTet tempat TV werbuat dari Jii
- Barang tersebut berada ditenmpat. ‘
*Dua buah kodak masing-masing 1. lodak Ll Merk Fup, 20 Kodak Film Merk

Nikon.

- Redua barang terscbut snenurut heterangan ROCHIN berada di kamar termohon
yang dalam keadaan terkunci schingga tidak dapat dipastiban ada atau tidahnya.
*Meja tempat telepon jati ukir . )
- Barang terscbut berada ditempat.
Sclanjutnya Kami menyampaikan kepada Saudara SLANET RY ADI selakhu Schictaris
Desa Runduagung yang turut hadic dan menyahsihan pelaksanaan sita jaminan juga kepada
ROCHIM, agar menyampaihan hasil pelaksanaan sita jaminan kepada termohon yang telah
ditunjuk  scbagai  penyimpan  bavang-barang  sitaan  tersebut  di atas, Tuga dibentahukan
hepadanya,  bahwa supaya sebelum Yada penclapan lebih langul mengenai permintaan i,
baraing—hm‘ang yang tclah disita itu tidak boleh dipindah tangankan atau dihilanghan dan
langanaya scperth dengan jalan penjualan dan scbagainya.

Repada saudara SLAMET RYADI selaku sckretaris desa Randuagung, kecamatan

Kebomas, kabupaten Ciresik telah saya berilahukan mengenai penyitaan barang-barang ilu

Ldengan maksud supaya hal ity dumumkan ditempat itu schingga dapat diketahui oleh orang
banyak. . i

Kemudian saya telah meninggalkan dan menycrahkan  pula hepada pihak termohaon,

(2]
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L N T B T O L B C ey e S )
*’Jg.’li Jurusita Pengganti, saksi-sakst, lc:‘nm/lmn“(l:jn Kepala desa landuaguny.

e ¢

1

Turusita Pengganu

ihsi-sakst

Drs. NUR RAIINIAN
" Des. MUCTHDIN

Penyimpan barang sitaan
Termohon

PRASETYO HALD S YONO

Nomor @ 210/Pdt. G198 AL Gs,

Pada haii Kamis tanggal 23 April 1998, jam 1100 Wil Telah memerintahkan supaya
entang  penyitaan  barang-barang  lctap  tesebut i atas dismumbkan denpan jalan
mendaltarkannya dalam register yangtelah discdiakan untuk itu sebagamuna diatur dalam pasal

198 HIR.

Nomor : 210/Pdt. G/1998/PPA G,

Pada had ini Kamis tanggal 23 Apni) 1998, jam 11.00 Wils. suya Jurusita Penggant
Pengadilan  Agama Gresik, telah memerintahkan untuk seperlunya kepada Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik tentang penyitaan barang-barang tetap lersebul.
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PRI RO AN NN RN G AN Y (L OINSIL TN AU R BILSLAG)

Pada hari ini Kamis, tanggal 23 April 1998, saya DRS. MUITANMMAD DJUARL
Jurusita: Penpganti Pengadilan Apama Gresik, atas perintah Haknn Ketua Majehs Pengadilan
Agama - tersebut  dalam  sural  penclapannya tanggal 6 Apnl 1998 Nomor
210/PdL.G/1998/P A.Gs. dalam perkara antara :

SITT ROMAITA; Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawati PDAM Gresik dahulu
bertempat tinggal di J1 Tanah Masa 16 Gresik, sckarang,
bertempat tinggal di J1.Dukuh Kupang Timur 17 No. 52
Surabaya, sclanjutnya disebut sebagai Pemohon |
: MELAWAN
PRASETYO HADIYONO,
. Gresik, tempat tinggal di JI Tanah Masa 16 Gresik,
- ' sclanjutnya disebut sebagai Termohon .
untuk melakukan penyitaan jaminan atas barang-barangs yang ada dilangan termohaon, yanyp
lebih  jelas diuraikan dalam surat permohonan pemohon, maka saya dengan diseitai dua orafip
saksi yang dapat dipercaya, yaitu :
1. Drs. NURRAHMAN, bertcmpat tinggal di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo 45 Gresik,
pekerjaan Pegawai Negeri sipil.
2. Drs. . MUCHIDIN, bertempat tinggal di jalan DR. Wahidin Sudirohusodo 45 Gresik,
‘pekerjaan Pegawai Negeri sipil.
Telah datang di tempat yang akan disita, dan disana saya li:l;k bertemu dehgan termohon,
tetapi bertemu dengan adik dari LAUDE TASMAN (yang mengonirak).

Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedalangan saya terscbut dengan
memperhatikan  surat penetapan ersebut (li:l.{;l&l, yatlu untuk melakukan pcnyil;m;l Jaminan alas
tanah dan rumah tersebut, maka saya dengan disaksikan oleh kedua orang, saksi ferscbul
mehknbap senyitian jamiazn atas tapah dan rumah yang dikuasai oleh termohon yang berupa;
Scbuah  rumah di JI. Nuri LA - 01 Swadaya Graha Kembangan Asii Gresik type 36 atas nama
PRASETYO HADIONO, dengan batas-batas : schelah utara beratasan dengan Jalan Raya |
scbelah baral berbatasan dengan MISK AN RADIMAW AN, sebelah selatan berbatasan dengan
NURMANAN, sebelah timur berbatasan dengan Jalan, dan saat ini dikontrakkan k(:lip
LAUDE TASMAN.

Sclanjutnya  kami menyanmipaikan  kepada keluarga  LAUDE TASMAN  sclaku
pengontrak rumah terscbut, agar  menyampaikan hasil pelaksanaan sita jaminan kepada
termohon yang (clah ditunjuk  scbagai penyimpan h;u‘ang—b‘mnng sitaan tersebut di atas. Juga

diberitahukan  kevadanva. bahwa  supava scbelum ada venctanan lebih laniul meneenai

Umiur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan I Semen
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At iz seperte déngan palan penjualan Jan DI TRRTTIIS

syt saudara” SURO N O sclibu hepata des,: Kembangan, hecamatin boe b,
niesih ek saya beritahwihan mengeoln |;cm||.a.nn Eiecive-bavangs ing Jeiman uniard
abu dumumlon dcmpai mu sclung . apat bk tabig ooy oy e ERTEE

aiidioan sava telah meningeall an Jdan et Chddan pula Lepued o piliad tenmidion
linan berita acara penyitaan un.

knuhan berita acana PUny il g ““ diboat e i Lo ol SV

urusiy Pengeanis, sahsi-sahsi. l\.mwynp.\')jﬁ ﬂ*i"d" Cua Randiagung,

| :
) fu‘uxna PLM‘P

£

ip

VLR RATINIAN

MR UP PEsTagpan |

UMIVERSITAS 12 ‘mLk |

.

JUCHIDIN

e | — e s

‘enyimpan barang siaan
lermohon

"RASETYO HAD T YONO

Saitor 2 210/PdEG/1998/1° AL Gs.

*ada hani Kamis fanggal 23 Apnl 1998, |.1m FLOO WIS Telah memerintahkan supayi
penyitaan barang-barang  tetap (li alas - divmumban dengan jalan

arhannya dalam register yangiclah (tu sehagmmana diatar dalam pasal

\5 Jgrusita Penpp:

! -.mt)

;‘;{ =
I\-U\%’ DIVARL

Nomor : 210/PdLG/1998/1 A s,

Pada hari ini Kamis tanggal 23 April 1998, jam 11.00 W3, saya durusita Pengganu
lan Agama Gresik, telah memerintabl: iksepertunya hepada Kantor Badun
han Nasional Kabupaten Gresik tenta pyhvﬁa:ﬁwm{.mu barang tetap twrschut,

s ‘Jm usita I’ 1 1/
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